PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PADA AUDIT

REPORT LAG : BUKTI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA by Muh., Rifqi Pratama & Sayekti, Endah Retno Meilani, S.E., M.Si., Ak., C.A.,
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PADA AUDIT 
REPORT LAG : BUKTI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
Diajukan kepada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
 
MUH RIFQI PRATAMA 
NIM.  122221078 
 
 
 
 
 
JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vii 
 
MOTTO 
 
“Bila kamu tidak tahan lelahnya belajar maka kamu harus menahan perihnya 
kebodohan” 
 
“Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia 
mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa 
kejahatan yang diusahakannya” (QS. Al-Baqarah: 286)” 
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ABSTRACT 
 This study aimed to examine the effect of corporate governance 
mechanisms on audit report lag. Corporate governance mechanism that is tested 
is the size of the audit committee, the independence of the audit committee, the 
expertise of the audit committee and the audit committee meeting. By using a 
company registered in Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) in the period from 
2013 to 2015 as a research object.  
 This research is a quantitative research and data used are secondary 
data. This study population is a company incorporated in Indonesia Sharia Stock 
Index (ISSI) Novembber period 2011- December 2015. The sampling technique is 
done by using purposive sampling. Based on pre-defined criteria, obtained a 
sample of 118 companies and obtained 349 observations. Analysis of the data in 
this study using multiple linear regression analysis 
 Based on the data analysis by multiple linear regression analysis, the 
results showed that the size of the audit committee and the audit committee 
meeting significant negative effect on audit report lag. While the audit committee 
independence and expertise of the audit committee has no effect on audit report 
lag. 
 
Keywords: Audit report lag, the audit committee, Islamic stocks. 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari mekanisme 
corporate governance terhadap audit report lag. Mekanisme corporate 
governance yang diuji adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, 
kompetensi komite audit, dan rapat komite audit. Dengan menggunakan seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 
2013-2015 sebagai objek penelitian.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data yang digunakan 
adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
tergabung di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Novembber 2011- 
Desember 2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 
118 perusahaan dan didapat 349 observasi. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan analisis regresi linear 
berganda, menunjukan hasil bahwa ukuran komite audit dan  rapat komite audit 
berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan independensi 
komite audit dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audit 
report lag. 
 
Kata Kunci: Audit report lag, komite audit, saham syariah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Saat ini pasar modal berkembang dengan cukup pesat termasuk 
perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga telah 
mengalami perkembangan yang cukup pesat (Ariyani dan Budiartha, 2014). 
Berkembangnya pasar modal di Indonesia juga berpengaruh pada peningkatan 
permintaan akan audit laporan keuangan. Menurut Kartika (2011) bagi perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan tahunan (annual report) yang telah diaudit kepada Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (stockholder). 
Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP 36/PMK/2003 tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan bagi perusahaan 
go public untuk menyampaikan laporan tahunan (annual report) disertai dengan 
laporan auditor kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 
hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bagi perusahaan yang terlambat 
dalam penyampaian laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif dan 
denda (Iskandar dan Trisnawati 2010). 
Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat jika disajikan sesuai 
standar yang berlaku dan tentunya harus tepat waktu. Walaupun ketepatan waktu 
sangat penting, namun masih terdapat perusahaan yang terlambat dalam 
menyampaikan laporan keuangan, seperti fenomena berikut: berdasarkan siaran 
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pers BEI tanggal 14 April 2014, Otoritas BEI mencatat ada 57 emiten yang belum 
menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2013 dari total 530 emiten 
perusahaan (www.investasi.kontan.co.id).  
Kemudian tanggal 9 April 2015 BEI melaporkan ada 52 emiten yang 
belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total 
perusahaan tercatat sebanyak 547 emiten (www.neraca.co.id). Berdasarkan 
pengumuman BEI tanggal 29 Juni 2016, terdapat 18 perusahaan tercatat yang 
belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2015 (www.idx.co.id). 
Dari kasus ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya masih terdapat perusahaan 
yang mengalami keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan auditan.  
Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang 
sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang 
menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Namun auditor 
memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten 
yang dapat mendukung opininya. Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari 
berakhirnya tahun fiskal (tanggal laporan keuangan) sampai dengan tanggal 
ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) selanjutnya disebut sebagai audit 
report Lag.  
Audit report lag atau yang dikenal juga sebagai audit delay adalah rentang 
waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yaitu sejak 
tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan 
auditor independen (Halim, 2000 dalam Lianto dan Kusuma, 2010). Semakin 
panjang audit report lag, maka akan memberikan dampak negatif.  
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Lamanya waktu dalam proses audit akan berpengaruh pada tingkat 
ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan. Informasi 
penyajian laporan keuangan yang terlambat akan berdampak pada tingkat 
ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan 
(Iskandar dan Trisnawati 2010).  
Menurut Naimi, et. al (2010), panjang-pendeknya waktu pelaporan 
keuangan mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya 
penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor 
di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat 
mengembalikan kepercayaan investor tersebut dengan cara mengurangi audit 
report lag dari laporan keuangan. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi panjang-pendeknya waktu 
penyampaian laporan keuangan audit, salah satunya dengan adanya good 
corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Forum for 
Corporate Governance in Indonesia/FCGI (2000), pengertian good corporate 
governance adalah suatu sistem peraturan yang mengatur hubungan antara 
pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 
Perusahaan sebagai pelaku usaha harus memastikan bahwa asas GCG 
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG 
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 
kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) 
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perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 
Berdasarkan teori dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 
adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat melakukan pengawasan 
terhadap auditor sehingga dapat mengurangi audit report lag. 
Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh komponen-komponen 
internal perusahaan sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang diharapkan 
dapat mengurangi audit report lag. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang 
meneliti pengaruh corporate governance terhadap audit report lag, seperti 
penelitian yang dilakukan Li, et. al (2014) pada perusahaan yang terdaftar di 
Shenzhen Stock Exchange di China.  
Li, et. al (2014) menyimpulkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan 
bahwa size of board  directors, size of board supervisors dan size of audit 
committee serta meeting frequency of board supervisors dapat mengurangi audit 
report lag. Studi ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti independence 
of board supervisors dan independence of board directors, meeting frequency of 
board  directors dan duality of CEO, hampir tidak memberikan pengaruh pada 
audit report lag. 
Penelitian Ilaboya, et. al (2014) pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Nigerian Stock Exchange menyimpulkan bahwa board size, audit firm 
type, firm size berpengaruh signifikan terhadap audit report lag sedangkan board 
independence dan audit committee size tidak berpengaruh pada audit report lag.  
Penelitian Naimi, et. al (2010) pada perusahaan yang berada di Malaysia 
menemukan bahwa audit committee size, audit committe meeting berpengaruh 
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negatif terhadap audit report lag, sedangkan audit committee independence dan 
audit committee financial expertise tidak berpengaruh signifikan. Board 
independence memiliki hubungan positif yang lemah terhadap audit report lag, 
board size yang besar memperburuk audit report lag, dan CEO duality 
mengurangi audit report lag walaupun tidak signifikan. 
Wardhani dan Raharja (2013), menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi anggota 
komite audit, Ukuran Dewan, dan Komisaris Independen terhadap audit report 
lag pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010-
2011. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa independensi komite audit, 
kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan 
terhadap audit report lag. Selanjutnya ukuran komite, Rapat komite audit, 
Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa beberapa 
komponen corporate governance dapat mempengaruhi audit report lag, namun 
hasil tersebut masih belum konsisten, hal itu terbukti dengan adanya beberapa 
penelitian terdahulu yang menunjukan hasil sebaliknya. Dengan masih adanya 
gap tersebut peneliti ingin melakukan penelitian serupa di Indonesia.  
Penelitian ini mengacu pada keterbatasan dari penelitian Li, et. al (2014). 
Pada penelitian Li, et. al (2014) memiliki keterbatasan pada sisi mekanisme 
corporate governance komite audit. Pada penelitian Li, et. al (2014) hanya 
menguji satu variabel mekanisme corporate governance komite audit, yaitu 
ukuran komite audit.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Li, et. al (2014)  adalah 
lingkungan penelitian sebelumnya dilakukan di China, kali ini penelitian 
dilakukan di Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada variabel mekanisme 
corporate governance yang diuji, disini peneliti lebih fokus dan memperdalam 
pada variabel mekanisme corporate governance yaitu komite audit, yang mana 
hal tersebut menjadi keterbatasan pada penelitian Li, et.al (2014).  
Selain itu, alasan peneliti lebih fokus dan memperdalam pada mekanisme 
corporate governance komite audit adalah karena menurut Egon Zehnder 
International (2000:21) dalam FCGI (2000) komite audit bertujuan untuk 
memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan 
penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Sehingga 
dilihat dari tujuan komite audit tersebut maka dapat dikatakan bahwa komite audit 
memiliki potensi yang lebih besar untuk bersinggungan langsung dengan 
masalah-masalah khususnya dalam hal audit pada perusahaan. 
Selain itu, peneliti juga tidak menggunakan variabel  independen “CEO 
Duality”. Variabel “CEO Duality” tidak digunakan alasannya adalah adanya 
perbedaan sistem yang digunakan China dan Indonesia. China menggunakan one 
tier system dimana pengawas perusahaan disebut board dan pengurus perusahaan 
disebut key executives. OECD (2006) menyatakan dalam one tier system hanya 
terdapat satu dewan (board) yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif. 
Pada sistem ini, tidak ada perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam 
komite pengendalian manajemen dan direktur lain.  
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Indonesia menggunakan two tier system dimana pengawasan perusahaan 
dilakukan oleh Board of  Commisioner dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh 
Directors. Pada sistem two tier dalam susunan dewan terdapat Dewan Direksi 
(Board of Director) dan Dewan Komisaris (Board of Commissioner). Dewan 
Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata 
kelola perusahaan, sebab Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengelola 
perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja 
Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya. 
Adapaun variabel mekanisme corporate governance yang akan diuji 
antaralain adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, kompetensi 
komite audit, dan rapat komite audit. Variabel komite audit tersebut digunakan 
dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang juga menguji variabel 
komite audit terhadap audit report lag. Penelitian ini nantinya akan memilih 
perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai 
sampel penelitian.  
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan cerminan dari 
keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan 
terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pemilihan Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) dalam penelitian dikarenakan dalam lima tahun terakhir, indeks 
saham syariah Indonesia (ISSI) tumbuh 34,52%. Nilai kapitalisasi pasar Indeks 
Saham Syariah Indonesia juga meningkat 15,21% menjadi sebesar Rp2.946,9 
triliun atau sekitar 56,37% dari total kapitalisasi pasar saham (OJK, 2015-2019) 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul sebagai berikut : 
“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance pada Audit Report Lag : Bukti 
Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut : 
1. Dari tahun ke tahun masih ada beberapa perusahaan yang telambat dalam 
menyampaikan laporan keuangan dan hal itu tentunya melanggar ketentuan 
dari BAPEPAM yang memberikan batas waktu 90 hari terkait penyampaian 
laporan keuangan, artinya masih ada beberapa perusahaan yang melanggar 
ketentuan BAPEPAM mengenai penyampaian laporan keuangan. 
2. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat masalah audit report 
lag dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan investor terhadap 
perusahaan. 
3. Corporate governance dalam suatu perusahaan sering menjadi tolak ukur 
terhadap kinerja perusahaan. 
4. Adanya research gap terkait dengan faktor corporate governance terhadap 
audit report lag pada penelitian-penelitian terdahulu. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini  adalah: 
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1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
2. Penelitian ini hanya meneliti mekanisme corporate governance yaitu ukuran 
komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan rapat 
komite audit. 
3. Penelitian ini hanya mengambil 3 tahun periode penelitian yaitu mulai dari 
tahun 2013-2015.  
 
1.4. Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag? 
2. Apakah independensi komite audit berpengaurh terhadap Audit Report Lag? 
3. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag? 
4. Apakah rapat komite audit  audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 
variabel independen yang akan diuji sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap audit report lag. 
2.  Untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap audit 
report  lag. 
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi komite audit terhadap audit report 
lag. 
4. Untuk menganalisis pengaruh rapat komite audit terhadap audit report lag. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
1. Aspek teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah kajian teori yang 
baru terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag serta 
pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap audit report lag. 
2. Aspek praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu pengetahuan 
maupun informasi yang terkait dengan hal-hal apa saja yang akan 
mempengaruhi audit report lag dan bagaimana pengaruhnya sehingga 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru bagi pihak-pihak yang 
terkait ataupun berkepentingan dan bagi siapapun yang membutuhkan serta 
bisa juga dijadikan sebagai sumber pembelajaran/informasi dan bisa menjadi 
sebuah solusi mengenai masalah-masalah ataupun kendala yang mungkin 
dialami oleh suatu perusahaan yang mengalami masalah terkait dengan audit 
report lag. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun  dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka sebagai dasar penelitian yang 
terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 
pemikiran. 
 BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan 
teknik analisis data. 
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 
saran-saran. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
 
2.1.1. Teori Agensi 
Teori agensi merupakan teori yang sering digunakan sebagai acuan bagi 
perusahaan dalam menerangkan corporate governance (Herawati, 2008). 
Hubungan keagenan diartikan sebagai hubungan satu orang atau lebih (principal) 
dengan manajer (agen) untuk melakukan jasa atas nama principal dimana agen 
diberikan kewenangan oleh principal untuk mengambil keputusan (Jensen dan 
Meckling, 1976).  
 Hubungan keagenan (agency relationship) terjadi ketika suatu pihak yaitu 
prinsipal memperkerjakan pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan sejumlah 
kegiatan dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen 
tersebut (Retno dan priantinah, 2012). Teori keagenan menyatakan bahwa antara 
pihak manajemen dan pihak pemilik mempunyai perbedaan kepentingan (Jensen 
dan Meckling, 1976).  Adanya batasan pembeda antara principal dan agent 
tersebut sering menyababkan timbulnya konflik keagenan (Herawati, 2008).  
Sistem keagenan didesain sebagai sebuah sistem yang melibatkan kedua 
belah pihak dalam implementasinya, sehingga diperlukan kontrak kerja antara 
pemilik (principal) dan manajemen (agent). Dalam kontrak tersebut diharapkan 
dapat memaksimalkan utilitas principal, dan dapat memberikan jaminan pada 
agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan 
(Sunarto, 2009).   
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Menurut Sunarto (2009) perbedaan kepentingan antara pemilik dan 
manajemen terletak pada manfaat yang dimaksimalkan (utility) pemilik 
(principal) dengan kendala (constraint), manfaat (utility) dan insentif yang akan 
diterima oleh manajemen (agent). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 
bahwa terdapat dua macam agency problem, yaitu : 
1. Moral Hazard, yaitu suatu masalah yang terjadi akibat dari agen yang  tidak 
melaksanakan tugas yang telah diberikan. 
2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat 
mengetahui kejelasan terkait dengan apakah keputusan yang yang diambil 
oleh agen didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya, atau terjadi 
sebagai sebuah kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 
Menurut Dyer dan Hugh (1975) dalam Rianti dan Sari (2014), dalam 
penelitiannya menyatakan penyebab lamanya pengauditan oleh pihak eksternal 
dipengaruhi oleh faktor ketidaksepakatan antara manajemen klien dengan auditor. 
Menurut Bamber dan Schoderbeck (1993) dalam Rianti dan Sari (2014) 
ketidaksepakatan antara manajer perusahaan dengan auditor independen sering 
disebabkan karena adanya konflik kepentingan antar dua belah pihak (agency 
problem). Menurut Swami dan Latrini (2013) Masalah antara agen dan principal 
ini dapat dikurangi dengan pelaksanaan corporate governance.   
Pemerintah di Indonesia pun juga bertindak terkait dengan agency 
problem  ini. bentuk tindakan pemerintah terkait dengan hal ini salah satunya 
yaitu dengan mencanangkan GCG (Good Corporate Governance) pada tahun 
2000 (Djakman dan Chaerul 2003 dalam Rianti dan Sari, 2014). Penerapan dari 
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program ini adalah dengan mewajibkan perusahaan go public untuk membentuk 
komite audit yang mana komite audit tersebut termasuk kedalam komponen dari 
corporate governance. 
Dapat dikatakan bahwa teori agensi ini yang mendasari penerapan  
corporate governance dalam suatu entitas bisnis sehingga teori agensi ini 
merupakan suatu teori yang penting untuk mendasari corporate governance. 
Dengan adanya praktek corporate governance ini diharapakan tidak terjadi hal-hal 
buruk yang dapat memberikan dampak negatif terkait dengan penyusunan laporan 
keuangan oleh manajemen sehingga berpotensi menimbulkan masalah audit 
report lag (Wardhani dan Raharja, 2013). 
 
2.1.2. Corporate Governance 
Menurut definisi Cadbury Committee yang dikutip dari Forum for 
Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) corporate governance ialah 
“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 
dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan”. 
 Corporate governance berkaitan dengan seberapa yakin investor dapat 
mempercayai bahwa manajer dapat memberikan keuntungan yang adil bagi 
mereka, yakin bahwa manajer tidak akan memberikan suatu kemungkinan negatif 
seperti mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek 
yang merugikan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh 
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investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer 
(Laksana, 2015). 
Corporate governance memiliki struktur yang mengatur mengenai 
bagaimana suatu tujuan ditetapkan, sarana maupun cara dalam mencapai tujuan, 
serta pengamatan kinerja. Adanya batasan pemisahan kepemilikan antara manajer 
dan pemilik menyebabkan terjadinya masalah/konflik keagenan. Untuk 
mengurangi konflik keagenan maka diperlukan corporate governance untuk 
memberikan batasan terkait dengan wewenang manajer dan menyelaraskan 
kepentingan antara manajer dan pemilik (Swami dan Latrini, 2013). 
Menurut Barnhart & Rosentein (1998) dalam laksana (2015), terdapat dua 
mekanisme corporate governance, yaitu: (1) internal mechanism (mekanisme 
internal) seperti komposisi dewan direksi/ komisaris, kepemilikan manajerial dan 
kompensasi eksekutif (2) external mechanisms seperti pengendalian oleh pasar 
dan level debt financing. Dengan berjalannya kedua mekanisme tersebut secara 
bersamaan, maka dalam sistem corporate governance perusahaan mencoba untuk 
memberikan arahan kepada manajer agar dapat memaksimalkan nilai pemegang 
saham dengan pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana. 
Di dalam perusahaan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dan 
untuk menghindari masalah-masalah khususnya masalah audit report lag maka 
perusahaan dituntut untuk memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance. Menurut Komite Kebijakan Nasionel Governance (2006) prinsip-
prinsip tersebut terdiri dari : 
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1. Transparansi (Transparency) 
 Perusahaan menyediakan informasi secara terbuka/transparan, tepat waktu, 
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan/membutuhkan. 
2. Akuntabilitas (Accountability) 
 Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang 
menyangkut dengan operasi serta kinerjanya secara terbuka dan wajar. Untuk itu 
perusahaan harus dikelola dengan baik serta sesuai dengan aturan, dan sesuai 
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 
pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
 Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan 
bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait dengan jalannya 
aktivitas operasi perusahaan sehingga dapat memelihara kesinambungan jangka 
panjang. 
4. Independensi (Independency) 
 Perusahaan harus dikelola seara independen dan tidak terpengaruh dengan 
pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi tingkat independensi dalam 
pengelolaan perusahaan nantinya. 
5. Kewajaran (Fairness) 
 Perusahaan harus dapat menimbang segala kepentingan terhadap pihak-
pihak yang terkait secara wajar dan setara. 
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2.1.3. Komite Audit  
Menurut Wijayanti dan Mutmainah (2012) komite audit adalah individu-
individu yang dibentuk menjadi sebuah anggota yang dipilih dari anggota dewan 
komisaris maupun dari pihak luar dan memiliki tanggungjawab untuk mengawasi 
proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite audit 
dibentuk untuk membantu tugas dari dewan komisaris khususnya dalam hal 
pelaporan keuangan dan audit (Utama, 2004).  
Untuk mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan 
komisaris independen, dan pihak-pihak diluar perusahaan yang tidak memiliki 
hubungan dengan kegiatan operasi manajemen atau tidak memiliki hubungan 
dengan entitas terkait dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu dewan 
komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama terkait dengan 
masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan 
internal, dan sistem pelaporan keuangan (Utama, 2004). 
Komite audit memiliki peran yang penting mengenai proses penyusunan 
laporan keuangan termasuk dalam hal menjaga terciptanya sistem pengawasan 
perusahaan yang baik dan memadai serta dilaksanakannya good corporate 
governance. Dengan adanya komite audit yang dapat berkontribusi dengan baik 
maka akan dapat memberikan kontrol yang lebih baik pula terhadap perusahaan 
sehingga dapat mengurangi resiko konfilik keagenan (Hayati dan Gusnardi, 
2012). 
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Keberadaan komite audit diharapkan dapat dimanfaatkan dengan 
maksimal dalam rangka penerapan good corporate governance, karena komite 
audit mampu memberikan peran dan dampak yang baik dalam penerapan good 
corporate governance. Komite audit memiliki benefit yang salah satunya yaitu 
mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai 
pengembangan berkaitan dengan usaha suatu entitas untuk memenuhi prinsip-
prinsip good corporate governance (Crisdianto, 2013). 
Mengingat betapa pentingnya pembentukan komite audit, di Indonesia  
saat ini sudah banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur dan mengharuskan 
pembentukan komite audit beberapa diantaranya adalah Pedoman Good 
Corporate Governance (2006) yang menganjurkan semua perusahaan di 
Indonesia memiliki Komite Audit, BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 
September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukkan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
117/M-MBU/2002 yang mengharuskan BUMN mempunyai Komite Audit. 
 
2.1.4. Ukuran Komite Audit 
 Keberadaaan komite audit diharapkan dapat membangun kepercayaan 
publik terhadap pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas audit (Swami 
dan Latrini, 2013). Struktur komite audit di setiap negara tidak sama, di Indonesia 
struktur komite audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN 
dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam 
yang relevan. 
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 Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) 
(2004) juga mengeluarkan Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan 
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Di dalamnya menyebutkan bahwa 
komite audit setidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari 
komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. 
 Ketentuan mengenai struktur komite audit menurut keputusan Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) (2004) tentang 
Peraturan Nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit adalah sebagai berikut: 
1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan 
dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.  
2. Komisaris independen di dalam anggota komite audit ditugaskan sebagai 
ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi 
anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak 
sebagai ketua komite audit. 
Menurut Rianti dan Sari (2014) dengan jumlah anggota komite audit yang 
lebih besar memungkinkan untuk lebih memberikan power atau kekuatan dalam 
kaitannya untuk membantu meningkatkan kualitas laporan dan penyelesaian suatu 
pekerjaan, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu keunggulan dalam hal 
jumlah. Dan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko salah saji serta 
dapat meminimalisasi resiko terjadinya audit report lag.  
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Menurut Naimi, et. al (2010), bahwa semakin besar ukuran komite audit 
maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan karena dengan jumlah 
anggota yang besar dapat meningkatkan control yang lebih efektif. Dan tentunya 
dengan pengawasan yang lebih baik akan lebih meningkatkan kualitas dari hasil 
kerja dan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya masalah pada audit report 
lag.  
Menurut Rahmat, et. al (2009) dalam Shukeri dan Islam (2012), tingkat 
efektivitas komite audit akan meningkat jika komite audit memiliki jumlah 
anggota yang besar karena lebih memiliki cukup sumber daya untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Dan hal tersebut tentunya diharapkan 
dapat menugrangi resiko audit report lag pada perusahaan.  
 
2.1.5. Independensi Komite Audit 
Independensi menurut Mulyadi (2002:26) dapat diartikan sikap mental 
yang tidak mudah dipengaruhi, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 
tergantung pada orang lain. Anggota komite audit yang independen akan 
memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Komite audit terdiri dari 
sekurang-kurangnya satu orang anggota komisaris independen (Kusumaningtyas, 
2012). Independensi komite audit merupakan hal terpenting yang harus dimiliki 
oleh anggota komite audit.  
Kinerja komite audit akan menjadi lebih baik jika anggota komite audit 
tersebut mampu bersikap independen saat bertugas. Independensi merupakan 
suatu sikap yang disyaratkan harus dimiliki oleh anggota komite audit (Pamudji 
dan Trihartati, 2010). 
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Untuk menjamin independensi, BAPEPAM (2004) Peraturan Nomor 
IX.1.5 merekomendasikan beberapa persyaratan yang berkaitan dengan 
independensi komite audit : 
1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan 
Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa Audit, jasa non Audit dan atau 
jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan 
dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris. 
2. Bukan merupakan orang/pihak yang mengontrol, merencanakan ataupun 
mengendalikan perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir 
sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris Independen. 
3. Tidak mempunyai saham baik itu langsung maupun tidak langsung pada 
emiten atau perusahaan publik. Jika komite audit mendapat saham akibat 
suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan 
setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain. 
4. Tidak memiliki hubungan darah dengan komisaris dan tidak memiliki 
hubungan usaha baik itu langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 
dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. 
Menurut Kirk (2000) dalam Naimi, et. al (2010) salah satu tujuan dari 
komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif terkait dengan informasi 
keuangan, dan komite audit independen dapat memberikan kontribusi terhadap 
pelaporan keuangan, dengan kata lain dengan frekuensi anggota komite audit 
independen yang lebih banyak maka akan membuat suatu kinerja menjadi lebih 
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efektif. Hal tersebut tentunya dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi 
sehingga diharapkan meminimalisir resiko terjadinya audit report lag. 
Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk 
meningkatkan kualitas komite audit rata-rata memiliki anggota komite audit yang 
Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang 
(Beasley dan Salterio, 2001 dalam Wardhani dan Raharja, 2013). Menurut Naimi, 
et. al (2010) bahwa perusahaan dengan anggota komite audit yang independen 
lebih banyak memungkinkan untuk menghasilkan laporan audit secara tepat 
waktu.  
Dilihat dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan 
bahwasannya tingkat independensi dari anggota di dalam komite audit memang 
sangat penting dan memiliki peran yang cukup vital guna tercapainya suatu fungsi 
dan hasil yang maksimal terkait dengan peran dari komite audit tersebut. Maka 
kemugkinan independensi komite audit dapat memberikan pengaruh terkait 
dengan peran dan fungsi dari komite audit dan khusus nya juga akan dapat 
memberikan pengaruh terhadap audit report lag. 
 
2.1.6. Kompetensi Komite Audit 
Komite audit memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas yang 
memerlukan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, mampu menganalisis 
masalah, dan mengerti mengenai sistem yang dijalankan di perusahaan. Terkait 
dengan tanggung jawabnya yang erat dengan proses laporan keuangan, anggota 
dari komite audit harus mengerti tentang keuangan, profesional, dan memenuhi 
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kualifikasi sebagai seorang anggota komite audit yang berkompeten (Rezaee, 
2004 dalam Mutmainnah dan Wardhani, 2013). 
Dengan tingkat keahlian yang mumpuni dalam menganalisis informasi 
keuangan perusahaan dapat mempermudah anggota komite audit dalam 
melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu untuk menganalisis dan menelaah 
informasi keuangan perusahaan. Anggota komite audit diharuskan untuk dapat 
memahami serta menganalisis laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh 
perusahaan dengan baik. kompetensi komite audit dapat diwujudkan dan 
diaplikasikan dalam keahlian akuntansi, keuangan, perbankan dan hukum yang 
dimiliki anggota komite audit (Septyani dan Purwaningsih, 2012). 
Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada 
tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan bahwa salah satu 
dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau 
keuangan atau harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan 
pemahaman mengenai laporan keuangan. Dengan demikian maka dapat dikatakan 
bahwasannya kompetensi komite audit merupakan hal yang cukup penting. 
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
kompetensi komite audit dapat mengurangi resiko audit report lag. 
Kalbers (1992) dalam Rianti dan Sari (2014), menyebutkan terdapat tiga 
faktor pendukung keberhasilan tugas komite audit, yaitu kewenangan formal, 
kerjasama manajemen, dan kualitas/kompetensi anggota komite audit. Menurut 
Wardhani dan Raharja (2013), bahwa komite audit dengan anggota yang memiliki 
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latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya akan  
mampu memberikan kontribusi dan hasil yang lebih maksimal. 
 
2.1.7. Rapat Komite Audit 
Rapat komite audit adalah jumlah rapat yag dilakukan oleh komite audit 
dalam satu tahun. Menurut Risty dan Sany (2015), pertemuan komite audit 
merupakan wadah untuk mempertanggungjawabkan fungsi dari komite audit 
sendiri kepada dewan komisaris dan secara tidak langsung kepada perusahaan. 
Tingkat pertemuan dengan frekuensi yang tinggi merupakan salah satu tuntutan 
komite audit dalam  mempertanggungjawabkan tugasnya sekaligus memberikan 
informasi terbaru kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. 
Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 
29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit 
melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan 
komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit akan 
mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau 
rapat-rapat khusus bila diperlukan.  
Komite Audit harus mengundang eksekutif yang menurut mereka tepat 
(terutama pejabat di bidang keuangan) untuk hadir pada rapat-rapat komite, akan 
tetapi apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat tanpa kehadiran 
seorangpun eksekutif perusahaan. Namun di luar itu direktur keuangan dan kepala 
satuan kerja audit intern dan seorang wakil dari auditor eksternal harus hadir 
sebagai peserta pada rapat-rapat komite audit (FCGI, 2001).  
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Komite audit dipandang perlu untuk mengadakan rapat setidaknya empat 
kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang 
menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2001). Menurut Gendron 
(2010) dalam Shukeri dan Islam (2012), mengatakan bahwa frekuensi rapat 
komite audit dapat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas pelaporan 
keuangan. 
Menurut Abbot, et al (2004) dalam Wardhani dan Raharja (2013), adanya 
pertemuan yang sering dialakukan oleh komite audit akan membuat pembaharuan 
dalam hal informasi  dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat 
segera menemukan setiap solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Komite 
audit dengan frekuensi pertemuan yang besar lebih memungkinkan untuk 
menghasilkan laporan audit secara tepat waktu (Naimi et. al, 2010). 
 
2.1.8. Laporan Keuangan 
Menurut Munawir (1993:2), laporan keuangan adalah hasil dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berinteraksi antara data 
keuangan atau operasi suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan menurut 
Baridwan (1997:17), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 
pencatatan,  atau dapat diartikan sebgai suatu rangkuman dari transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 
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Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan tujuan untuk memberikan 
suatu informasi terkait dengan perkembangan manajemen yang bersangkutan 
(Munawir, 1993:6). Menurut Baridwan (1997:5-6), informasi keuangan akan 
bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut : 
1. Relevan  
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud 
penggunaannya. Jika suatu informasi tersebut tidak relevan maka informasi 
tersebut secara otomatis akan kehilangan nilainya meskipun memilliki 
kualitas yang baik. 
2. Dapat dimengerti  
Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam 
bentuk dan dengan istilah yang sesuai sehingga pihak-pihak yang 
membutuhkan dapat memahaminya. 
3. Daya uji  
Suatu informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya dengan tingkat 
objektivitas yang tinggi dan harus diuji oleh pihak yang independen. 
4. Netral  
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Artinya suatu 
informasi tersebut tidak disusun hanya untuk mengedapankan kepentingan 
salah satu pihak saja. Imformasi harus bersifat seimbang terkait dengan 
tujuannya 
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5. Tepat waktu  
Informasi sebisa mungkin harus disajikan sedini mungkin dan tidak melebihi 
batas waktu yang semestinnya karena jika terlambat maka akan menyebabkan 
dampak buruk yang merugikan beberapa pihak. 
6. Dapat dibandingkan  
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan 
yang sama,  maupun dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan 
lainnya pada periode yang sama. 
7. Lengkap  
Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan 
yang dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah dijelaskan diatas. Atau dapat 
juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai 
dalam pelaporan keuangan.  
Pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam mengeluarkan peraturan Nomor X.K.2, 
Lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 Mengenai 
Kewajiban Penyampaian Keuangan Berkala, laporan keuangan harus disertai 
dengan laporan akuntan dengan pendapat sewajarnya dan disampaikan kepada 
Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal 
laporan keuangan tahunan. 
Dalam Peraturan Bapepan Nomor X.K.2, Lampiran keputusan ketua 
Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 disebutkan bahwa laporan keuangan yang 
harus disampaikan kepada Bapepam terdiri dari: 
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1. Laporan posisi keuangan (neraca). 
2. Laporan laba rugi komprehensif. 
3. Laporan perubahan ekuitas. 
4. Laporan arus kas. 
5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika emiten atau 
perusahaan publik menerapkan satu kebijakan akuntansi secara retrospektif, 
membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi 
pos-pos dalam laporan keuangan. 
6. Catatan atas laporan keuangan. 
Menurut Naimi et. al (2010), panjang-pendeknya waktu pelaporan 
keuangan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor, karena 
dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi 
kepercayaan investor di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan suatu  cara yang 
dapat membuat investor  tetap mempertahankan kepercayaannya dan salah 
satunya yaitu dengan cara mengurangi tingkat resiko terjadinya masalah audit 
report lag. 
 
2.1.9. Audit 
Menurut Mulyadi (2002:9), secara umum audit adalah suatu proses 
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 
pernyataann tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
mengetahui kesesuaian antara hasil yang didapat dengan kriteria yang telah 
ditetapkan, serta hasil yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 
Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat 
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mengenai tingkat laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai 
dengan prinsip berterima umum di Indonesia (Mulyadi 2002:72).  
Audit pada umumnya digolongkan menjadi 3 golongan (Mulyadi, 
2002:30-32), yaitu : 
1. Audit Laporan Keuangan 
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 
independen atas dasar permintaan dari kliennya untuk mengaudit laporan 
keuangan perusahaan klien tersebut. Disini auditor independen melakukan 
penyesuaian antara laporan keuangan yang diaudit dengan prinsip akuntansi 
berterima umum. Dan kemudian hasil dari proses audit tersebut disajikan dalam 
bentuk laporan audit, laporan audit ini diberikan kepada para pemakai informasi 
keuangan atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. 
2. Audit Kepatuhan  
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah 
yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan 
umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.  
3. Audit Operasional 
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, 
dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah 
untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempata peningkatan, dan 
membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
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Selain itu audit juga memiliki standar yaitu standar auditing dalam 
pelaksanaannya sebagaimana yang telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia 
(Mulyadi 2002:16-17), yaitu : 
1. Standar Umum 
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 
kompetensi yang baik sebagai auditor. 
b. Independensi sikap mental harus selalu ditanamkan dan diterapkan oleh 
auditor. 
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor harus dapat 
memaksimalkan kompetensinya dengan baik. 
2. Standar Pekerjaan Lapangan 
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 
harus disupervisi dengan semestinya. 
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 
merencanakan audit. 
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk 
memberikan suatu pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 
3. Standar Pelaporan 
a. Laporan auditor harus memberikan kesimpulan terkait apakah laporan 
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia. 
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b. Laporan auditor harus menunjukan jika ada ketidakkonsistenan penerapan 
prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan 
dibandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut pada periode sebelumnya. 
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat yang dapat 
mewakili laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan 
demikian tidak dapat diberikan. Dan harus memberikan alasan yang jelas 
dari setiap pernyataan maupun pendapat yang diberikan. 
Dengan adanya standar audting tersebut diharapkan akan bisa menjadi 
kontrol dan batasan bagi para auditor dalam melaksanakan tugasnya.  Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) dalam Khadafi, dkk (2014),  berpendapat bahwa proses 
dan hasil audit dari auditor dapat dikatakan baik jika memenuhi standar auditing 
dan standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan. 
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Budiyanto dan Aditya 
(2015), bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi terkait 
dengan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi para pemakai 
informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi yang relevan akan bermanfaat 
bagi para pemakai apabila tersaji secara tepat waktu sebelum pemakai kehilangan 
kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 
Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi 
yang diharapkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu 
akan berdampak pada kemampuan manajer terkait dengan respon pada setiap 
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kejadian atau masalah-masalah yang terjadi dan apabila informasi itu tidak 
tersampaikan secara tepat waktu, hal tersebut dapat menyebabkan informasi 
kehilangan nilainya dan fungsinya dalam hal memberikan pengaruh terhadap 
kualitas keputusan (Astuti, 2007). 
Laporan yang disajikan secara tepat waktu merupakan suatu hal yang 
sangat penting. Karena hal tersebut sedikitnya dapat membantu perusahaan dalam 
mencapai tujuannya, yang kemudian diharapkan timbulnya kepercayaan publik 
terhadap kualitas informasi yang disajikan oleh pihak perusahaan tersebut (Astuti, 
2007). 
 
2.1.10. Audit Report Lag 
Menurut Halim (2000) dalam Lianto dan Kusuma (2010), audit report lag 
atau yang dikenal juga sebagai audit delay adalah rentang waktu penyelesaian 
pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yaitu sejak tanggal tutup buku 
perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 
Menurut Wardhani dan Raharja (2013), semakin lama audit report lag maka 
semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya.   
Menururt Wardhani dan Raharja (2013), lag audit adalah faktor penentu 
yang memiliki peran vital terkait dengan ketepatan waktu dalam pengumuman 
laba, dan pada akhirnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba 
dan panjang-pendeknya audit report lag yang terjadi akan mempengaruhi 
keputusan yang akan dibuat oleh investor, karena penundaan informasi kepada 
investor dapat mempengaruhi tingkat ketertarikan investor di pasar modal.  
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Rentang waktu yang lama dalam hal penyelesaian proses audit dapat 
mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut untuk dipublikasikan sehingga 
reaksi pasar akan terpengaruhi terhadap kelambatan informasi tersebut dan 
mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi 
yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut (Parwati dan Suhardjo, 2009).  
Semakin panjang audit lag, maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan 
pekerjaan auditnya (Puspitasari dan Sari, 2012). 
Dyer dan McHugh (1975) dalam Ahmad, dkk (2005)  membagi 
keterlambatan atau lag menjadi: 
1. Preliminary lag, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai 
dengan tanggal diterimanya laporan keuangan  pendahuluan oleh pasar 
modal.  
2. Auditor’s signature lag, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku 
sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.  
3. Total lag, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai 
dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar 
modal. 
 
2.1.11. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
Selama ini memang saham syariah Indonesia lebih identik dengan Jakarta 
Islamic Indeks (JII) yang terdiri dari 30 saham syariah saja. Padahal Efek Syariah 
yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya 30 saham Syariah yang 
menjadi konstituen JII saja tetapi terdiri dari berbagai macam jenis Efek selain 
saham Syariah yaitu Sukuk, dan reksadana Syariah (www.idx.co.id). 
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Sejak November 2007, Bapepam & LK (sekarang menjadi OJK) telah 
mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham Syariah yang 
ada di Indonesia. Dengan adanya DES maka masyarakat akan semakin mudah 
untuk mengetahui saham-saham apa saja tergolong kedalam saham syariah. 
Karena dengan adanya DES tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan 
meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. 
Konstituen ISSI terdiri dari seluruh saham Syariah yang tercatat di BEI 
(www.idx.co.id). 
ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham 
syariah yang tercatat di BEI. konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (Mei 
dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI 
juga diperbaharui jika ada saham syariah yang baru tercatat atau keluar dari 
DES. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang 
dari kapitalisasi pasar dan tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI 
adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007 (www.sahamok.com). 
 
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan 
 
Penelitian Naimi, et. al (2010) pada perusahaan yang berada di Malaysia 
menemukan bahwa audit committee size, audit committe meeting berpengaruh 
negatif terhadap audit report lag, sedangkan audit committee independence dan 
audit committee financial expertise tidak berpengaruh signifikan. Board 
independence memiliki hubungan positif yang lemah terhadap audit report lag, 
board size yang besar memperburuk audit report lag, dan CEO duality 
mengurangi audit report lag walaupun tidak signifikan. 
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Iskandar dan Trisnawati (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia. Menguji variabel total aset, klasifikasi industri, laba rugi 
tahun berjalan, opini audit, ukuran KAP, dan debt proportion. Dengan hasil 
adalah klasifikasi industri, laba rugi tahun berjalan, dan besarnya KAP 
berpengaruh terhadap audit report lag. total aset, opini audit dan debt proportion 
tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
Shukeri dan Islam (2012) meneliti tentang ketepatan waktu audit report 
lag pada bursa Malaysia. Menguji beberapa variabel diantaranya adalah ukuran, 
kompetensi, frekuensi rapat komite audit dan menunjukan hasil bahwa ukuran 
komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap audit report 
lag sedangkan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report 
lag. 
Wardhani dan Raharja (2013) pengaruh corporate governance terhadap 
audit report lag. Menguji variabel ukuran komite audit, independensi komite 
audit, rapat komite audit, kompetensi komite audit, ukuran dewan, dan komisaris 
independen. Hasilnya jumlah anggota, rapat komite audit dan komisaris 
independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap audit report lag dengan 
arah negatif. Independensi dan kompetensi komite audit berpengaruh signifikan 
terhadap audit report lag dengan arah negatif. Ukuran dewan berpengaruh secara 
signifikan terhadap audit report lag dengan arah positif. 
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Togasima dan Cristiawan (2014), analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi audit report lag di BEI. Menguji variabel profitabilitas, opini 
audit, jenis industri, ukuran perusahaan, reputasi KAP , solvabilitas dan company 
ownership. Dengan hasil variabel opini audit, ukuran perusahaan dan umur 
perusahaan terbukti mempengaruhi audit report lag, ukuran dan umur perusahaan 
memiliki arah hubungan yang berbeda dari yang dihipotesiskan, variabel 
profitabilitas, jenis industri, reputasi KAP, solvabilitas dan company ownership 
tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh terhadap audit report lag.  
Penelitian Ilaboya, et. al (2014) pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Nigerian Stock Exchange. Dengan variabel board size, audit firm type, 
firm size, board independence, dan audit committe. menyimpulkan bahwa board 
size, audit firm type, firm size berpengaruh signifikan terhadap audit report lag 
sedangkan board independence dan audit committee size tidak berpengaruh pada 
audit report lag. 
Rianti dan Sari (2014) pengaruh karakteristik komite audit terhadap audit 
report lag. Menguji variabel kompetensi, jumlah anggota, rapat, independensi, 
dan gender komite audit. Dengan hasil kompetensi, jumlah anggota, dan gender 
komite audit mempunyai pengaruh negatif pada audit delay sedangkan jumlah 
rapat dan independensi tidak mempengaruhi audit delay. 
Penelitian yang dilakukan Li, et. al (2014) pada perusahaan yang terdaftar 
di Shenzhen Stock Exchange di China. menyimpulkan bahwa hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa size of board  directors, size of board supervisors dan size of 
audit committee serta meeting frequency of board supervisors dapat mengurangi 
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audit report lag. Studi ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti 
independence of board supervisors dan independence of board directors, meeting 
frequency of board  directors dan duality of CEO, hampir tidak memberikan 
pengaruh pada audit report lag. 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut maka dapat 
dibuat suatu kerangka berfikir yang dapat menggambarkan terkait dengan 
penelitian ini yaitu mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Audit 
Report Lag sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Kerangka berfikir 
dalam peneltian ini dapat dijelaskan pada gambar berikut : 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 
2.4.1.  Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report Lag 
Di Indonesia struktur komite audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk 
perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan 
Peraturan Bapepam yang relevan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan 
Keuangan (BAPEPAM-LK) (2004)  mengeluarkan Peraturan No. IX.I.5 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyebutkan 
bahwa komite audit setidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.  
Menurut Rianti dan Sari (2014), dengan jumlah anggota komite audit yang 
lebih besar memungkinkan untuk lebih memberikan power atau kekuatan dalam 
kaitannya untuk membantu meningkatkan kualitas laporan dan penyelesaian suatu 
pekerjaan, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu keunggulan dalam hal 
jumlah. Dan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko salah saji serta 
dapat meminimalisasi resiko terjadinya audit report lag.  
Pada penelitian Naimi, et. al (2010) yang menunjukan hasil bahwa ukuran 
komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hasil tersebut juga 
sejalan dengan penelitian Rianti dan Sari (2014) yang juga menunjukan pengaruh 
negatif antara ukuran komite audit dengan audit report lag  Berdasarkan uraian 
tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H1: Ukuran Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap Audit  Report Lag 
 
2.4.2. Independensi Komite Audit 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) 
(2004) juga mengeluarkan Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan 
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Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyebutkan bahwa komite 
audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris 
Independen dan pihak dari luar Emiten atau perusahaan publik. Pada peneltian 
terdahulunya yang juga menguji variabel independensi komite audit salah satunya 
yaitu penelitian Wardhani dan Raharja (2013) yang menunjukan hasil bahwa 
independensi komite berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag.  
Menurut Kirk (2000) dalam Naimi, et. al (2010) salah satu tujuan dari 
komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif mengenai informasi 
keuangan, dan komite audit independen dapat berkontribusi terhadap pelaporan 
keuangan, dengan kata lain semakin banyak komite audit yang independen dalam 
pengawasan maka diharapkan akan semakin baik dan efektif. Hal tersebut 
tentunya dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi sehingga diharapkan 
meminimalisir resiko terjadinya audit report lag. Berdasarkan uraian tersebut 
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2:   Independensi Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap Audit Report Lag 
 
2.4.3. Kompetensi Komite Audit 
Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada 
tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan bahwa salah satu 
dari anggota komite audit disyaratkan untuk berkompeten dibidang akuntansi atau 
keuangan atau harus memiliki kompetensi yang cukup umtuk membaca dan 
memahami laporan keuangan. Dengan demikian maka dapat dikatakan 
bahwasannya kompetensi komite audit merupakan hal yang cukup penting dan 
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tentunya peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut dapat dilaksanakan 
guna tercapainya hasil yang lebih baik. 
Pada penelitian terdahulunya yang juga menguji variabel kompetensi 
komite audit terhadap audit report lag salah satunya yaitu penelitian dari Rianti 
dan Sari (2014) yang menunjukan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh 
negatif signifikan terhadap audit report lag. Hasil tersebut juga sejalan dengan 
penelitian Wardhani dan Raharja (2013) yang juga menunjukan bahwa 
kompetensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. 
Kalbers (1992) dalam Rianti dan Sari (2014), menyebutkan terdapat tiga 
faktor pendukung keberhasilan tugas komite audit, yaitu kewenangan formal, 
kerjasama manajemen, dan kualitas/kompetensi anggota komite audit. Menurut 
Wardhani dan Raharja (2013), menjelaskan bahwa komite audit dengan anggota 
yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih baik 
dan lebih sesuai akan  mampu memberikan kontribusi dan hasil yang lebih 
maksimal serta lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H3:   Kompetensi Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap Audit Report Lag 
 
2.4.4. Rapat Komite Audit 
Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 
29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit 
melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan 
komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit akan 
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mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau 
rapat-rapat khusus bila diperlukan. 
Pada penelitian Naimi, et. al (2010) yang menyatakan bahwa jumlah rapat 
komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hasil tersebut sejalan 
dengan penelitian Shukeri dan Islam (2012) yang juga menunjukan bahwa rapat 
komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Menurut 
Abbot, et. al (2004) dalam Wardhani dan Raharja (2013) adanya pertemuan yang 
sering dilakukan oleh Komite Audit akan membuat pembaharuan dalam informasi  
dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera menemukan solusi 
yang tepat dari setiap masalah yang dihadapi. 
H4: Rapat Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap Audit Report Lag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1.      Waktu Penelitian dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian 
mulai dari penyusunan perencanaan proposal penelitian sampai pada 
menggandakan laporan hasil penelitian. Penelitian terhadap permasalahan yang 
telah dirumuskan di depan kemudian dibuat rentang waktu untuk mempermudah 
secara teknisnya. penelitian ini dilaksanakan mulai dari Agustus-Desember 2016 
dan untuk wilayah penelitian, penelitian ini dilakukan di Indonesia yaitu pada 
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Objek penelitian tersebut digunakan 
untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.  
 
3.2.      Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dan memiliki 
masalah yang lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang 
kompleks namun berlokasi dipermukaan serta instrumen yang digunakan telah 
ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik sehingga tidak banyak 
memberikan peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif dan refleksitas 
(Mulyadi, 2011). 
 
3.3.    Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah kumpulan dari ukuran unit-unit elementer atau kumpulan 
dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Populasi 
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berkenaan dengan data, bukan dengan orangnya ataupun bendanya (Nazir, 2009: 
273). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di 
Indeks Saham Syariah Indonesia pada Desember 2011-November 2015. 
Sampel adalah kumpulan dari unit sampling yang merupakan subset dari 
populasi (Nazir, 2009: 273). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai 
berikut: 
1. Terdaftar secara tetap di ISSI mulai dari Desember 2011-November 2015. 
2. Menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan 
(financial statement) yang telah di audit mulai dari 2013- 2015. 
3. Memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
dengan kriteria yang telah ditetapkan tersebut maka diperoleh 118 sampel 
perusahaan dari total 316 populasi.  
 
3.4.   Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu 
dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan-perusahaan go public yang 
terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada Desember 2011-November 
2015. Data tersebut diperoleh dari situs www.idx.co.id. 
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3.5.     Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 
mengumpulkan dan mengklasifikasikan dan data yang dikumpulkan harus cukup 
valid untuk digunakan (Nazir, 2009: 174). Data dalam penelitian ini dikumpulkan 
dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris 
dilakukan dengan mengumpulkan data yang dipublikasikan oleh perusahan seperti 
laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti 
jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam 
penelitian ini.    
 
3.6.     Variabel Penelitian 
3.6.1.  Variabel Dependen 
Menurut Nazir (2009:124) variabel dependen adalah variabel yang 
dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas (independen) atau variabel yang 
tergantung atas variabel lain. Variabel dependen yang digunakan didalam 
penelitian ini adalah Audit Report Lag.  
 
3.6.2.  Variabel Independen 
Menurut Nazir (2009:124) variabel bebas (independen) adalah variabel 
yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen) 
atau variabel yang memberikan pengaruh kepada variabel terikat (dependen). 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 
Ukuran Komite audit, Independensi Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, 
dan Rapat Komite Audit. 
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3.6.3.  Variabel Kontrol 
Variabel kontrol adalah variabel yang berfungsi untuk mengontrol 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. didalam 
penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol untuk mengontrol faktor-faktor 
lain yang kemungkinan juga mempengaruhi panjang pendeknya audit report lag. 
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reputasi KAP. 
 
3.7.     Definisi Operasional Variabel 
3.7.1.  Audit Report Lag 
Audit report lag atau yang dikenal juga sebagai audit delay adalah jarak 
waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yaitu sejak 
tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan 
auditor independen (Halim, 2000 dalam Lianto dan Kusuma, 2010). Variabel 
audit report lag diukur secara kuantitatif dengan menghitung jumlah hari antara 
akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit pada perusahaan. Data untuk variabel 
ini diperoleh dari laporan tahunan. Variabel audit report lag dilambangkan dalam 
AUDLAG. 
 
3.7.2.  Ukuran Komite Audit 
Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 
Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 29/PM/2004 
yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite 
audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu 
orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang 
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independen terhadap perusahaan. Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite 
audit yang ada dalam perusahaan dan data dari variabel ini diperoleh dari laporan 
tahunan peusahaan. Variabel ukuran komite audit dilambangkan dalam ACSIZE. 
 
3.7.3.  Independensi Komite Audit 
Independensi Komite Audit merupakan faktor utama dari sebagian besar 
penelitian komite audit. Anggota komite audit yang independenakan lebih 
memungkinkan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Komite audit 
terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang anggota komisaris independen 
(Kusumaningtyas, 2012). Variabel ini diukur dari proporsi anggota komite audit 
non-komisaris independen dengan seluruh anggota komite audit. Data untuk 
variabel ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Variabel Independensi 
Komite Audit dilambangkan dalam ACIND. 
 
3.7.4.  Kompetensi Komite Audit 
Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada 
tanggal 24 September 2004, salah satu dari anggota komite audit diharuskan 
memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan atau harus 
berkompeten dalam hal membaca dan memahami laporan keuangan. Variabel ini 
diukur dari proporsi anggota komite audit yang kompeten dengan jumlah komite 
audit. Data variabel ini diperoleh dari laporan tahunan. Variabel Kompetensi 
Komite Audit ini dilambangkan dalam ACEXP.  
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3.7.5.  Rapat Komite Audit 
Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 
29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit 
melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan 
komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Variabel ini diukur 
dengan melihat jumlah rapat dari komite audit pada setiap tahunnya. Data variabel 
ini diperoleh dari laporan tahunan. Variabel rapat komite audit dilambangkan 
dengan ACMEET.  
 
3.7.6.  Reputasi KAP 
Menurut Indah, dkk (2014) reputasi KAP suatu perusahaan memberikan 
dampak terhadap cepatnya waktu penyampaian laporan keuangan. KAP dengan 
reputasi yang baik, cenderung memiliki kinerja yang baik sehingga dapat 
menyelesaikan laporan audit dengan cepat dan tepat waktu. Variabel ini 
merupakan variabel dummy. Jika diaudit oleh KAP big four maka diberi skor 1, 
jika diaudit oleh KAP non big four maka diberi skor 0. Variabel ini dilambangkan 
dalam KAP. 
 
3.8.     Teknik Analisis Data 
3.8.1.  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah tata cara penyusunan dan penyajian data yang 
dikumpulkan dalam suatu penelitian, misalnya dalam bentuk tabel frekuensi atau 
grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti 
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arithmatic mean dan standard deviation. Penarikan kesimpulan pada statistik 
deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Analisis 
statistik deskriptif beberapa diantaranya adalah meliputi distribusi frekuensi serta 
pengukuran nilai statistik dan grafiknya, angka indeks, time series atau koefisien 
regresi dan koefisien korelasi sederhana (Djarwanto dan Subagyo, 1996:2). 
 
3.8.2.  Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari terjadinya bias pada 
estimasi karena tidak semua data dapat dilakukan regresi. Pengujian yang akan  
dilakukan terkait dengan antisipasi terjadinya hal tersebut yang akan digunakan  
dalam penelitian ini antara lain adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
 
3.8.3.   Uji Normalitas 
  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada model penelitian 
berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan f 
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 
2011:160). Untuk menguji normalitas residual menggunakan uji statistik yaitu uji 
Kolmogorov-Smirnov (K-S).  Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah 
(two tailed test), yaitu dengan membandingkan p-value yang diperoleh dengan 
taraf signifikansi yang digunakan. Dalam penelitian ini dipergunakan taraf 
signifikansi 0,05. Jika nilai p-value > 0,05 maka data terdistribusi normal. 
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Apabila uji normalitas menunjukkan bahwa yang digunakan dalam 
penelitian ini cenderung tidak normal maka dapat digunakan asumsi Central Limit 
Theorem yaitu jika jumlah observasi cukup besar (n > 30), maka asumsi 
normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003:109-110).  
Dalam ilmu statistik dikenal suatu dalil yang sering digunakan dan 
mendasari pada hampir seluruh pengolahan data yang berkaitan dengan data 
sample yaitu Dalil Limit Pusat atau Teorema Limit Pusat atau Central Limit 
Theorem. Teorema limit pusat (central limit theorem) adalah sebuah teorema yang 
menyatakan bahwa kurva distribusi sampling (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) 
akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat 
distribusi normal (Gujarati, 2003:109-110). 
 
3.8.4.   Uji Multikolinearitas 
 Menurut Ghozali (2011:105-106) uji multikolinearitas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan gangguan korelasi antar variabel bebas 
(independen), Karena model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 
gangguan korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya dan variance 
inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen 
manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
 Menurut Ghozali (2011:105-106) dalam pengertian sederhana setiap 
varabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres tehadap 
variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
independen yang terpilih dan yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 
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lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena 
VIF=1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan apakah ada 
atau tidaknya multikolinearitas adalah nilai tolerance : 
1. Jika nilai Tolerance >10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 
regresi. 
2. Jika nilai Tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 
bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 
 
3.8.5.  Uji Heteroskedastisitas 
 Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Jika variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka hal tersebut disebut dengan 
Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas.  
 Untuk menguji apakah ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 
residual terhadap variabel independen (Gujarati 2003 dalam Ghozali, 2011:142). 
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen maka terbukti ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan melihat apakah probabilitas signifikasinya berada di atas 
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tingkat kepercayaan 5% atau tidak. Jika di atas 5% maka dapat dikatakan model 
regresi tidak mengandung adanya Hereroskedastisitas (Ghozali, 2011:143). 
 
3.8.6.  Uji Autokorelasi 
 Menurut Ghozali (2011:110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 
observasi ke observasi lainnya. 
 Dalam penelitian menggunakan run test untuk mendeteksi adanya gejala 
autokorelasi. Menurut Ghozali, (2011) run test sebagai bagian dari statistik non-
parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat 
korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka 
dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk 
melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).  
 
3.8.7.  Analisis Regresi 
Pengujian hipotesis didalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. 
Menurut Gujarati, (2003) dalam Ghozali (2011:95) analisis regresi secara umum 
adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih 
variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-
rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 
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independen yang diketahui. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan 
dengan persamaan berikut : 
AUDLAG = bo - b1 ACSIZE - b2 ACIND - b3 ACEXP - b4 ACMEET - b5 KAP 
+ ε 
Keterangan : 
bo    =Konstanta 
b1,b2...b5  =Koefisien Regresi 
AUDLAG =Audit Report Lag 
ACSIZE    =Ukuran Komite Audit 
ACIND        =Independensi Komite Audit 
ACEXP =Kompetensi Komite Audit 
ACMEET =Rapat komite audit 
KAP  =Reputasi KAP  
ε  =Standar error 
 
3.8.8.  Koefisien Determinasi 
  Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untik mengukur seberapa besar 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil dapat 
diartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen masih cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
variabel-variabel independen sudah memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 
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3.8.9.  Uji Statistik F 
 Uji statistik F adalah uji yang dilakukan untuk mengatahui apakah 
variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen 
atau tidak (Ghozali, 2011:98). Dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji 
statistik F ini yaitu berdasarkan kriteria pengambilan keputusan.  
 Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (ɑ) sebesar 
5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan 
pada nilai F hitung dan probabilitas signifikansi. Jika nilai F hitung > F tabel dan 
probabilitas signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model 
regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Namun jika 
nilai F hitung < F tabel dan probabilitas signifikansi > 0.05, maka hipotesis 
ditolak. Hal ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi 
variabel dependen. 
 
3.8.10. Uji Statistik t 
 Uji statistik t adalah uji yang dilakukan untuk mengatahui apakah variabel 
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen atau tidak 
(Ghozali, 2011:98). Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi 
(ɑ) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan 
didasarkan pada nilai t hitung dan probabilitas signifikansi. Jika nilai t hitung > t 
tabel dan probabilitas signifikansi < ɑ, maka hipotesis diterima. Namun jika nilai t 
hitung < t tabel dan probabilitas signifikansi > ɑ, maka hipotesis ditolak. 
 
   
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Bursa Efek Indonesia menjadi objek dalam penelitian ini dan yang menjadi 
fokus adalah pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). ISSI merupakan 
indeks saham yang terdiri dari keseluruhan saham syariah yang  tercatat di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian ini adalah 3 tahun yaitu mulai dari tahun 
2013-2015. Sedangkan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Desember 2011-November 2015.  Adapun 
proses seleksi yang telah dilakukan sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Prosedur dan Kriteria Pemilihan Pengambilan Sampel  
 
Keterangan Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 
(Desember 2011-November 2015) 
 
316 
Perusahaan yang tidak terdaftar tetap selama periode Desember 
2011-November 2015 
 
(150) 
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data annual report 
yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode penelitian 
(2013-2015) 
 
 
(8) 
Tidak memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian (40) 
Jumlah sampel 118 
Jumlah observasi (118 x 3 tahun) 354 
Data outlier (5) 
Total observasi (3 tahun) 349 
Sumber: www.idx.co.id 
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan metode purposive 
sampling, maka diperoleh 118 perusahaan yang terdaftar dari periode Desember 
2011-November 2015 yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini 
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dari total 316 populasi penelitian. Dengan penggabungan data penelitian selama 3 
tahun dalam satu analisis, maka jumlah observasi dalam penelitian adalah 354 
data observasi.  
Keseluruhan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) terdiri dari berbagai sektor perusahaan dengan jumlah 
yang cukup banyak dan terdiri dari berbagai sektor perusahaan yang diantaranya 
adalah : 
1. Sektor Pertanian 
Pada sektor pertanian ini ialah perusahaan yang bergerak dalam hal 
kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk 
menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk 
mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian merupakan sektor yang 
strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan 
hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia 
lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. 
2. Sektor Pertambangan 
Pada sektor pertambangan ini ialah perusahaan yang bergerak dalam hal 
kegiatan untuk melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari 
dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat 
diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan 
penambangan. 
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3. Sektor Manufaktur 
Pada sektor manufaktur ini ialah perusahaan yang bergerak untuk 
mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Umumnya perusahaan ini identik 
dengan pabrik. Jenis perusahaan ini mendominasi perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaannya 
terdiri dari berbagai sub sektor. Perusahaan manufaktur terdiri dari tiga macam 
sektor industri utama, yaitu industri dasar dan kimia (basic industry and 
chemical), aneka industri (miscellaneous industry), dan manufaktur (consumer 
goods industry). 
4. Sektor Property dan Real estate 
Pada sektor property dan realestate adalah perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam hal properti dan bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaaan, 
serta pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri termasuk industri 
pariwisata. 
5. Sektor Insfrastruktur, Utilitas dan Transportasi 
Pada sektor ini ialah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam hal 
utilitas dan pemberian fasilitas baik fisik maupun non fisik untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan masyarakat. Seperti insfrasturktur tarnsportasi yang 
mendukung dan berguna bagi kelangsungan pengguna alat transportasi.  
6. Sektor Keuangan 
Pada sektor keuangan ini adalah terkait dengan perusahaan-perusahaan 
yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, para pelaku bisnis 
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dan lembaga-lembaga keuangan lainnya contohnya seperti bursa saham (stock 
exchanges), asuransi, kredit unions dan yang lainnya. 
7. Perdagangan, Jasa dan Investasi 
Pada sektor perdagangan, jasa dan investasi ialah perusahaan yang 
bergerak dalam kaitannya dengan perdagangan, pemberian jasa maupun kegiatan 
investasi. Sektor perdagangan, jasa dan investasi ini  terdiri masih terdiri dari 
beberapa sub sektor diantaranya adalah sub sektor perdagangan eceran, rumah 
sakit, perusahaan investasi dan yang lainnya. 
Tabel 4.2 
Klasifikasi Sektor Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian  
 
Sektor Perusahaan Jumlah 
Pertanian 5 
Pertambangan 11 
Manufaktur  51 
Property dan Real estate 20 
Insfrastruktur, Utilitas dan transportasi 4 
Keuangan - 
Perdagangan, jasa dan investasi  
Total 118 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
 
 
4.2.  Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian yang terdiri dari variabel audit report lag, ukuran 
perusahaan, independensi komite audit, kompetensi komite audit, rapat komite 
audit, dan reputasi KAP. Tabel 4.3 dibawah ini menunjukan nilai minimum, nilai 
maksimum, nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 
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Tabel 4.3 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2016 
Keterangan : 
AUDLAG : Audit report lag 
ACSIZE : Ukuran komite audit 
ACIND : Independensi komite audit 
ACEXP : Kompetensi koite audit 
ACMEET : Rapat komite audit 
KAP  : Reputasi KAP 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis 
statistik desktiptif sebagai berikut : 
1. Audit Report Lag 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 diatas maka 
dapat diketahui bahwa dari total 118 perusahaan yang menjadi sampel penelitian 
selama 3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum variabel audit report 
lag sebanyak 30 hari dan nilai maksimum sebanyak 118 hari. Nilai terendah 
dimiliki oleh Garuda Indonesia Persero Tbk (GIIA) dan Metropolitan Kentjana 
Tbk (MKPI) sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh Jasuindo Tiga Perkasa 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
AUDLAG 349 30,00 118,00 73,7192 14,84542 
ACSIZE 349 2,00 6,00 3,1347 0,50478 
ACIND 349 0,33 1,00 0,6428 0,09973 
ACEXP 349 0,25 1,00 0,7583 0,22842 
ACMEET 349 1,00 61,00 8,6132 9,11056 
KAP 349 0,00 1,00 0,4986 0,50072 
Valid N 
(listwise) 
349     
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(JTPE). Nilai mean/rata-rata audit report lag sebanyak 73 hari pada standar 
deviasi sebesar 14,84542.  
Tabel 4.4 
Analisis Distribusi Frekuensi (Keterlambatan Penyampaian Laporan 
Keuangan) 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan peraturan Bapepam No. X.K.2, lampiran keputusan ketua 
Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 mewajibkan setiap perusahaan publik yang 
terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan laporan keuangan tahunan 
disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya 
akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal  laporan keuangan tahunan.  
Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 perusahaan yang 
melaporkan laporan keuangan tahunan dan laporan audit lebih dari 90 hari. Itu 
artinya bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) dalam hal penyampaian laporan keuangan sudah sesuai dengan 
aturan dari Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011. 
2. Ukuran Komite Audit 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 maka dapat 
diketahui bahwa dari total 118 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 
3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum variabel ukuran komite audit 
sebanyak 2 anggota dan nilai maksimum sebanyak 6 anggota. Hasil tersebut 
Kode Perusahaan Hari Total Frekuensi 
VOKS 98 1 
AKPI 99 1 
VOKS 105 1 
SSIA 112 1 
JTPE 118 1 
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menunjukan bahwa ukuran/jumlah komite audit perusahaan yang menjadi sampel 
penelitian ini berkisar antara 2 hingga 6 anggota. Nilai mean/rata-rata dari 
variabel ukuran komite audit pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian 
sebanyak 3 anggota pada standar deviasi 0,50478. 
Tabel 4.5 
  Analisis Distribusi Frekuensi (Ukuran Komite Audit)  
 
No Anggota Frekuensi 
1 2 10 
2 3 294 
3 4 35 
4 5 8 
5 6 2 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-
29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 Desember 2004 bagian C yaitu anggota 
Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Dari tabel 4.5 diatas 
maka dapat diketahui bahwa terdapat 10 perusahaan yang memiliki jumlah 
anggota komite audit dibawah 3 atau yang disyaratkan oleh Bapepam, artinya 
rata-rata perusahaan sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam. 
3. Independensi Komite Audit 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 maka dapat 
diketahui bahwa dari total 118 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 
3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum sebesar 0,33 dan nilai 
maksimum sebesar 1,00. Hasil tersebut menunjukan bahwa independensi komite 
audit pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,33 
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hingga 1,00. Nilai mean/rata-rata dari variabel independensi komite audit pada 
perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebesar 0,6428 pada standar deviasi 
sebesar 0,09973. 
Tabel 4.6 
Analisis Distribusi Frekuensi (Independensi Komite Audit) 
 
No Tingkat Independensi Frekuensi 
1 0,33 23 
2 0,50 20 
3 0,60 7 
4 0,67 271 
5 0,75 24 
6 0,80 1 
7 1,00 3 
Sumber: data sekunder yang diolah diolah, 2016 
Berdasarkan peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 
29/PM/2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 
tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen 
dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. 
Dari tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa rata-rata perusahaan yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki 1 pihak independen dari 3 total 
jumlah anggota komite auditnya, yaitu dengan hasil proporsi 0,67/67 %. Maka 
dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan sudah merapkan peraturan yang 
ditetapkan oleh Bapepam terkait dengan independensi komite audit. 
4. Kompetensi Komite Audit 
   
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 maka dapat 
diketahui bahwa dari total 118 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 
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3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum sebesar 0,25 dan nilai 
maksimum sebesar 1,00. Hasil tersebut menunjukan bahwa kompetensi komite 
audit pada perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 
0,25 hingga 1,00. Nilai mean/rata-rata dari variabel kompetensi komite audit 
sebesar 0,7583 pada standar deviasi sebesar 0,22842. 
Tabel 4.7 
Analisis Distribusi Frekuensi (Kompetensi Komite Audit) 
 
No Tingkat Kompetensi Frekuensi 
1 0,25 5 
2 0,33 33 
3 0,40 2 
4 0,50 17 
5 0,60 4 
6 0,67 132 
7 0,75 11 
8 0,80 2 
9 0,83 1 
10 1,00 142 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
 
Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada 
tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan 
sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi 
atau keuangan. Berdasarkan pada tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa rata-rata 
perusahaan dalam sampel penelitian ini sudah menerapkan ketentuan dari 
Bapepam, rata-rata perusahaan memiliki lebih dari satu anggota komite audit yang 
berkompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan, yaitu hasil proporsi 0,67 
sebanyak 132 perusahaan dan hasil proporsi 1 sebanyak 142 perusahaan. 
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5. Rapat Komite Audit 
 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 maka dapat 
diketahui bahwa dari total 118 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 
3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum dari variabel rapat komite audit 
sebanyak 1 rapat dan nilai maksimum sebanyak 61 rapat. Hasil tersebut 
menunjukan bahwa jumlah rapat komite audit pada perusahaan yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini berkisar antara 1 hingga 61 rapat. Nilai mean/rata-rata 
dari variabel rapat komite audit pada perusahaan yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 9 rapat pada standar deviasi sebesar 9,11056. 
Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 
29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit 
melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan 
komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. 
Tabel 4.8 
Analisis Distribusi Frekuensi (Rapat Komite Audit) 
 
No Jumlah Rapat Frekuensi 
1 Jumlah rapat (<4) 19 
2 Jumlah rapat (>4) 330 
Total  349 
Sumber: data sekunder yang diolah,2016    
 
Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa rata-rata perusahaan 
mangadakan rapat dalam setiap tahun lebih dari 4 kali, hal tersebut terbukti dari 
jumlah rapat yang kurang dari 4 kali hanya sebanyak 19 dari total 349 jumlah 
obeservasi selama 3 tahun  
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6. Reputasi KAP 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 maka dapat 
diketahui bahwa dari total 118 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 
selama 3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum dari variabel reputasi 
KAP sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Hasil tersebut menunjukan bahwa 
KAP yang mengaudit laporan keuangan pada perusahaan yang menjadi sampel 
penelitian berkisar antara 0 hingga 1, yaitu 1 jika diaudit oleh KAP Big Four dan 
0 jika diaudit oleh KAP selain Big Four. Sedangkan nilai mean/rata-rata dari 
variabel reputasi KAP sebesar 0,4986 pada standar deviasi 0,50072. 
Tabel 4.9 
Analisis Distribusi Frekuensi (Reputasi KAP) 
 
No Kode Reputasi Frekuensi 
1 0 175 
2 1 174 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat diketahui bahwa perbandingan antara 
perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP Big Four dan selain Big 
Four memiliki jumlah yang hampir sama yaitu 0=175 dan 1=174. Dari hasil 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan 
pada perusahaan sampel cukup berimbang antara KAP Big Four dan Non Big 
Four. 
 
4.2.2.  Uji Asumsi Klasik 
Sebelum melakukan analisis regresi, serangkaian uji asumsi klasik perlu 
dilakukan pada model regresi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko 
kemungkinan penaksiran hasil yang bersifat bias. Uji asumsi klasik yang akan 
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dilakukan pada model regresi penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Karena model regresi yang baik 
disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah pada uji asumsi klasik. 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu, atau residual memiliki data yang berdistribusi normal. 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample 
Kormogorov-Smirnov Test, dengan melihat tingkat signifikansi 5%. Dasar 
pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat probabilitas 
asymp.sig (2-tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal dan 
sebaliknya jika probabilitas asymp.sig (2 tailed) < 0,05 maka data mempunyai 
distribusi yang tidak normal. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 
Tabel 4.10 
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 
 
Variabel Sig. (p value) Keterangan 
Unstandardized Residual 0,000 Tidak berdistribusi normal 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.3 diatas maka dapat 
diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal karena 
tingkat signifikasi berada dibawah 0,05 (0,000 < 0,05). Treatment untuk 
ketidaknormalan data sudah dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi data 
masih tetap tidak normal. Selain itu data outlier juga sudah dikeluarkan dari 
pengujian, akan tetapi data tersebut masih tetap tidak normal. Oleh karena itu, 
dalam pengujian normalitas data tersebut digunakan asumsi central limit theorem 
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dan jumlah sampel (n = 118) memenuhi asumsi ini (n > 30), maka distribusi 
sampel ditaksir mendekati normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Uji 
multikolinearitas dapat dilakukan dan dibuktikan dengan cara melihat nilai 
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Data dapat dikatakan bebas dari 
masalah multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil 
pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 
berikut : 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 
independen memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar 
variabel independen. 
 
 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
ACSIZE 0,780 1,283 Tidak terjadi multikolinearitas 
ACIND 0,963 1,038 Tidak terjadi multikolinearitas 
ACEXP 0,937 1,068 Tidak terjadi multikolinearitas 
ACMEET 0,798 1,253 Tidak terjadi multikolinearitas 
KAP 0,924 1,083 Tidak terjadi multikolinearitas 
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3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas 
atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk melakukan uji 
Heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yaitu dengan cara meregres nilai 
absolut residual terhadap variabel independen. 
Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan cara 
melihat tingkat nilai probabilitas signifikasi dari nilai absolut residual yang 
diregres terhadap variabel independen, jika tingkat probabilitas signifikasi di atas 
5% maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas tetapi jika hasilnya di 
bawah 5% maka dikatakan terjadi gejala Heteroskedastisitas. Hasil uji 
Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Hetroskedastisitas 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas dengan uji glejser pada 
tabel 4.5 maka dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas signifikasi dari masing-
Variabel t Sig.  Keterangan 
ACSIZE 1,373 0,171 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
ACIND -0,364 0,716 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
ACEXP -1,549 0,122 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
ACMEET 0,585 0,559 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
KAP 0.890 0,374 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
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masing variabel independen menunjukan tingkat signifikasi diatas 5% atau 0,05 
maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 
3.  Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). 
Jika terjadi korelasi maka dapat dikatakan terjadi gejala autokorelasi. Autokorelasi 
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu saling berkaitan antara 
satu dangan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala 
autokorelasi. 
Untuk mengetahui adanya gejala autokorelasi dalam penelitian ini 
menggunakan analisis Run Test. Run test digunakan untuk melihat apakah data 
residual terjadi secara random atau tidak. Dan hasil dari run test akan 
dibandingkan dengan alpha (0,05). Jika hasilnya diatas 0,05 maka dikatakan 
bahwa residual bersifat acak atau tidak terjadi gejala autokorelasi dan begitu pula 
sebaliknya jika hasilnya dibawah alpha (0,05) maka dikatakan bahwa residual 
tidak acak atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Hasil uji autokorelasi 
dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Autokorelasi 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2016 
 
 
Variabel Sig. (p value) Keterangan 
Unstandardized Residual 0,629 Tidak terjadi autokorelasi 
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Berdasarkan hasil run test pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 
probabilitas signifikasinya yaitu 0,629 > 0,05 yang artinya H0 diterima yaitu 
residual bersifat acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
autokorelasi antar nilai residual. 
 
4.2.3.  Analisis Regresi Linear Berganda 
Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen ukuran komite audit, 
independensi komite audit, kompetensi komite audit, dan rapat komite audit 
terhadap variabel dependen audit report lag maka dilakukan analisis dengan 
menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan 
untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 
Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil persamaan 
regresi yang diolah menggunakan program SPSS 16 sebagai berikut : 
Tabel 4.14 
Hasil Analisis Regresi 
 
 
Variabel  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized Corfficients 
B  Std. 
Error 
Beta  
Konstanta 93,216 7,037  
ACSIZE -5,019 1,676 -.171 
ACIND  3,159 7,632 . 021 
ACEXP -1,867 3,379 -.029 
ACMEET -0,392 0,92 -.241 
KAP -2,000 1,552 -.067 
Sumber : hasil pengolahan data, 2016 
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Berdasarkan tabel 4,7 diatas maka dapat disusun persamaan regresi 
sebagai berikut : 
Y                 = β0 - β1ACSIZE - β2ACIND - β3ACEXP - β4ACMEET - β5KAP 
                       + εi                                  
AUDLAG     =  93,216 – 5,019 ACSIZE + 3,159 ACIND – 1,867 ACEXP – 0,392 
ACMEET – 2,000 KAP + εi 
Berdasarkan persamaan regresi yang telah disusun diatas maka dapat 
dijelaskan suatu pengertian sebagai berikut : 
1. Nilai konstanta atau β0 sebesar 93,216 diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi 
oleh variabel-variabel independen maka audit report lag perusahaan sampel 
rata-rata adalah selama 93,216 hari. 
2. Koefisien variabel ukuran komite audit adalah sebesar -5,019 dengan arah 
negatif. Hal ini menunjukan bahwa jumlah anggota komite audit yang 
semakin besar akan menurunkan audit report lag. 
3. Koefisien variabel independensi komite audit adalah sebesar 3,159 dengan 
arah positif. Hal ini menunjukan bahwa adanya independensi komite audit 
dapat menaikan audit report lag. 
4. Koefisien variabel kompetensi komite audit adalah sebesar -1,867 dengan 
arah negatif. Hal ini menunjukan bahwa kompetensi komite audit yang baik 
dapat menurunkan audit report lag.  
5. Koefisien variabel rapat komite audit adalah sebesar -0,392 dengan arah 
negatif. Hal ini menunjukan bahwa jumlah rapat komite audit yang semakin 
banyak dapat menurunkan audit report lag. 
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6. Koefisien variabel reputasi KAP adalah sebesar -2,000 dengan arah negatif. 
Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik reputasi auditor yang 
mengaudit laporan keuangan maka dapat menurunkan audit report lag. 
 
4.2.4.    Uji Ketepatan Model  
1.   Uji F 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
secara simultan antara ukuran komite audit, independensi komite audit, 
kompetensi komite audit, rapat komite audit, dan reputasi KAP terhadap audit 
report lag. Uji ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil dari perbandingan F 
tabel dengan F hitung dan nilai signifikasinya terhadap alpha (0,05). Apabila F 
hitung > F tabel dan hasil signifikasi <0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh 
secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F dapat dilihat pada 
tabel berikut :  
Tabel 4.15 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 
Sumber : hasil pengolahan data, 2016 
Keterangan: * Signifikan pada α 5%  
 
Nilai F tabel adalah df1=5 (k-1) atau df1= (6-1) dan df2=343 (n-k) atau 
(349-6). Disini k adalah total variabel penelitian dan n adalah jumlah data, dari 
hasil penghitungan tersebut maka di peroleh nilai F tabel sebesar 2,24. Dari hasil 
uji F di atas dapat diketahui nilai F hitung adalah sebesar 10,386 dan tingkat 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
Regression 10084,983 5 2016,997 10,386 0,000
*
 
Residual 66609,499 343 194,197   
Total 76694,481 348    
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signifikasi sebesar 0,000 yang artinya adalah F tabel 2,24 < F hitung 10,386 dan 
0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel ukuran 
komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit, rapat komite 
audit, dan reputasi KAP secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai deterninasi 
ditentukan oleh nilai adjusted r square. Hasil dari analisa koefisien determinasi 
dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut : 
Tabel 4.16 
Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 
a. Tanpa variabel control 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
0,357 0,127 0,117 13,94882 
Sumber: hasil pengolahan data, 2016 
Tabel 4.17 
b. Dengan variabel control 
Sumber: hasil pengolahan data, 2016 
Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil 
dari Adjusted R Square adalah 0,119. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 
variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite 
audit, rapat komite audit,  dan reputasi KAP dapat menjelaskan variabel dependen 
audit report lag sebesar 11,9%, dan sisanya sebesar 88,1% dapat dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
0,363 0,131 0,119 13,93545 
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4.2.5.  Uji t  
Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam 
penelitian ini yaitu variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, 
kompetensi komite audit, dan rapat komite audit terhadap audit report lag. Uji t 
dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel dengan t hitung dan nilai 
signifikasi nya apakah diatas ɑ (0,05) atau sebaliknya. Hasil uji t dapat dilihat dari 
tabel berikut : 
Tabel 4.18 
Hasil Uji t dan Keputusan Hipotesis 
1. Tanpa variabel control 
Variabel Hipotesis t Sig. Keputusan 
hipotesis 
ACSIZE Negatif -3,330 0,001* Diterima 
ACIND Negatif  0,474 0,636 Ditolak 
ACEXP Negatif -0,522 0,602 Ditolak 
ACMEET Negatif -4,391 0,000* Diterima 
Sumber : hasil pengolahan data, 2016 
Keterangan: * Signifikan pada α 5%  
 
Tabel 4.19 
Hasil Uji t dan keputusan hipotesis 
2. Dengan variabel control 
Variabel Hipotesis t Sig. Keputusan 
hipotesis 
ACSIZE Negatif -2,995 0,003* Diterima 
ACIND Negatif  0,414 0,679 Ditolak 
ACEXP Negatif -0,552 0,581 Ditolak 
ACMEET Negatif -4,276 0,000* Diterima 
KAP  -1,289 0,158 Ditolak 
Sumber : hasil pengolahan data, 2016 
Keterangan: * Signifikan pada α 5%  
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Berdasarkan table 4.11 diatas maka dapat diketahui nilai t hitung dan 
tingkat signifikasi dari variabel independen yang diuji. Untuk mencari t tabel yaitu 
t= (0,05;df/n-k) maka diketahui hasil t tabel sebesar 1,966904 yang kemudian 
akan dibandingkan dengan nilai t hitung dari masing - masing variabel 
independen.   
Variabel ukuran komite audit memiliki nilai t hitung sebesar -2,995 
dengan arah negatif. Nilai t hitung 2,995 > t tabel 1,966904 dan nilai signifikasi 
0,003 < 0,05, maka dapat dikatakan H1 diterima yaitu ukuran komite audit 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
Variabel independensi komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 0,414 
dengan arah positif. Nilai t hitung 0,414 < 1,966904 dan nilai signifikasi sebesar 
0,679 > 0,05, maka dapat dikatakan H2 ditolak yaitu independensi komite audit 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
Variabel kompetensi komite audit memiliki nilai t hitung sebesar -0,552 
dengan arah negatif. Nilai t hitung 0,552 < 1966904 dan nilai signifikasi sebesar 
0,581 > 0,05, maka dapat dikatakan H3 ditolak yaitu kompetensi komite audit 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
Variabel rapat komite audit memiliki nilai t hitung -4,276 dengan arah 
negatif. Nilai t hitung 4,276 > 1966904 dan nilai signifikasi sebesar 0,000, maka 
dapat dikatakan H4 diterima yaitu rapat komite audit berpengaruh negatif 
terhadap audit report lag. 
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Dilihat dari perbandingan hasil analisis antara model yang menggunakan 
variabel control dan tidak menggunakan variabel control dapat diketahui bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua hasil analisis tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa dengan adanya variabel control reputasi KAP dan tidak 
adanya variabel control reputasi KAP dalam model tidak mempengaruhi hasil 
secara signifikan.  
Hasil menunjukan bahwa dengan variabel control ataupun tidak, variabel 
independen yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap audit report lag 
tetap sama yaitu variabel komite audit dan rapat komite audit berpengaruh 
terhadap audit report lag sedangkan variabel kompetensi komite audit dan 
independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 
1. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report Lag 
Dari hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa variabel ukuran 
komite audit memiliki koefisien regresi negatif, sehingga dapat disimpulkan 
ukuran komite audit memiliki hubungan yang searah negatif dan signifikan 
terhadap audit report lag. Maka H1 yaitu ukuran komite audit berpengaruh 
negatif terhadap audit report lag dapat diterima.  
Berdasarkan dari hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
besarnya jumlah anggota komite audit terbukti dapat megurangi audit audit report 
lag. hasil ini mendukung pendapat dari Rianti dan Sari (2014) yang menyatakan 
bahwa jumlah anggota komite audit yang besar dapat memberikan suatu power 
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yang lebih besar dalam kaitannya untuk membantu meningkatkan kualitas 
laporan.   
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Naimi, et. al 
(2010) dan Li, et. al (2014) yang juga menguji variabel ukuran komite audit 
dengan hasil yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif dengan audit report 
lag. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Ilaboya, et. al (2014) yaitu 
ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag, begitu pula 
dengan penelitian Wardhani dan Raharja (2013) yang juga menunjukan hasil 
bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag.   
2.  Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Audit Report Lag 
Dari hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa variabel independensi 
komite audit memiliki koefisien regresi positif, sehingga dapat disimpulkan 
independensi komite audit memiliki hubungan dengan arah positif dan tidak 
signifikan terhadap audit report lag. Maka H2 yaitu independensi komite audit 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag dapat ditolak. 
Dengan hasil yang didapat tersebut maka dapat diartikan bahwa 
independensi komite audit tidak dapat memberikan banyak perubahan dan 
pengaruh pada kondisi audit report lag. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan 
dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi anggota komite audit 
sehingga tingkat independensi yang dimiliki oleh anggota komite audit menjadi 
tidak efektif.  
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Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah 
jumlah anggota komite audit yang independen tidak memberikan pengaruh 
terhadap panjang pendeknya audit report lag. Hasil ini bertentangan dengan 
penelitian Wardhani dan Raharja (2013) yang menyatakan bahwa independensi 
komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Namun hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Rianti dan Sari (2014) yang menyatakan 
bahwa indepedensi komite audit tidak berpenagruh terhadap audit report lag dan 
juga memiliki arah hubungan yang positif. 
3. Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Audit Report Lag 
Dari hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa variabel kompetensi 
komite audit memiliki koefisien regresi negatif, sehingga dapat disimpulkan 
kompetensi komite audit memiliki hubungan yang searah negatif namun tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap audit report lag. Maka H3 yaitu 
kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag dapat 
ditolak. 
Dengan hasil yang didapat tersebut maka dapat diartikan bahwa 
kompetansi komite audit tidak dapat memberikan banyak perubahan dan pengaruh 
pada kondisi audit report lag. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan 
dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi anggota komite audit 
sehingga tingkat kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit menjadi 
tidak efektif. Artinya adalah bahwa anggota komite audit yang sebenarnya 
berkompeten tidak dapat memaksimalkan kompetensi yang dimilikinya 
dikarenakan adanya faktor lain tersebut.  
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Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keahlian 
dari anggota komite audit tidak dapat menjamin akan mengurangi resiko audit 
report lag. Hasil ini bertentangan dengan penelitian dari Rianti dan Sari yang 
menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh terhadap audit report 
lag. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Naimi, et. al (2010) 
yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap 
audit report lag.  
4.  Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Audit Report Lag 
Dari hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa variabel rapat komite 
audit memiliki koefisien regresi negatif, sehingga dapat disimpulkan rapat komite 
audit memiliki hubungan yang searah negatif dan signifikan terhadap audit report 
lag. Maka H4 yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit 
report lag dapat diterima. 
Hasil ini mendukung pendapat dari Abbot, et. al (2004) dalam Wardhani 
dan Raharja (2013) yang mengatakan bahwa adanya pertemuan yang sering 
dialakukan oleh komite audit akan membuat pembaharuan dalam informasi  dan 
pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan 
sumberdaya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu. 
Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit yang 
mengadakan rapat dengan frekuensi lebih banyak dapat memperpendek audit 
report lag.  Hasil ini bertentangan dengan penelitian Wardhani dan Raharja 
(2013) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh 
terhadap audit report lag. Namun hasil penelitan ini sejalan dengan penelitian 
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Naimi, et. al (2010) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag.  
 
 
     
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini untuk menguji variabel independen ukuran komite audit, 
independensi komite audit, kompetensi komite audit, dan rapat komite audit 
terhadap variabel dependen audit report lag menunjukan hasil sebagai berikut : 
1.  Hasil analisis menunjukan bahwa nilai t hitung 2,995 > t tabel 1,966904 dan 
tingkat signifikasi 0,003 < 0,05 yang artinya adalah ukuran komite audit 
berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan-
perusahaan di Indeks Saham Syariah Indoesia (ISSI) yang masuk ke dalam 
sampel penelitian ini.  
2.  Hasil analisis menunjukan bahwa nilai t hitung 0,414 < 1,966904 dan tingkat 
signifikasi sebesar 0,679 > 0,05 yang artinya adalah independensi komite 
audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap audit report lag pada 
perusahaan-perusahaan di Indeks Saham Syariah Indoesia (ISSI) yang masuk 
ke dalam sampel penelitian ini. 
3.  Hasil analisis menunjukan bahwa nilai t hitung 0,552 < 1966904 dan tingkat 
signifikasi sebesar 0,581 > 0,05 yang artinya adalah kompetensi komite audit 
tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap audit report lag pada 
perusahaan-perusahaan di Indeks Saham Syariah Indoesia (ISSI) yang masuk 
ke dalam sampel penelitian ini. 
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4.  Hasil analisis menunjukan bahwa nilai t hitung 4,276 > 1966904 dan tingkat 
signifikasi sebesar 0,000 yang artinya adalah rapat komite audit berpengaruh 
negatif signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan-perusahaan di 
Indeks Saham Syariah Indoesia (ISSI) yang masuk ke dalam sampel 
penelitian ini. 
4.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 
1.  Penelitian ini hanya meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-2015 dengan 118 sampel 
perusahaan. 
2.  Mekanisme corporate governance pada penelitian ini hanya terbatas pada  
ukuran komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit, 
dan rapat komite audit saja. 
3.  Kemampuan variabel independen dalam penelitian ini masih terbatas untuk 
menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Hal 
tersebut terbukti dari nilai Adjusted R Square yang kecil, yaitu hanya 11,9 %. 
5.3. Saran 
 Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan pada penelitian ini maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Perusahaan 
a.  Berdasarkan pada hasil penelitian yang menunjukan bahwa ukuran komite 
audit dan rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report 
lag, maka diharapkan bagi perusahaan-perusahaan yanng terdaftar di 
Indeks Saham Syariah (ISSI) khususnya yang menjadi sampel penelitian 
untuk lebih fokus terhadap jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat 
yang diadakan oleh komite audit sebagai salah satu solusi mengatasi 
masalah audit report lag pada perusahaan.   
b.  Berdasarkan pada hasil yang menunjukan bahwa independensi komite 
audit dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audt report 
lag, maka diharapkan bagi perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) khususnya yang menjadi sampel pada penelitian 
untuk dapat mengatasi faktor lain atau suatu hal yang dapat menyebabkan 
independensi dan kompetensi komite audit menjadi tidak efektif dan tidak 
maksimal dalam kaitannya untuk mengatasi masalah audit report lag. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya   
a. Mencoba untuk meneliti mekanisme corporate governance lain seperti 
dewan komisaris atau dewan direksi yang kiranya dapat berhubungan 
dengan audit report lag. 
b. Menambah variabel penelitian baik itu variabel independen atau variabel 
control yang sekiranya dapat berhubungan dengan audit report lag. 
karena di dalam penelitian ini kemampuan variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen (audit report lag) masih terbatas. 
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Bedasarkan pada penelitian ini bahwa masih ada 88,1% faktor lain yang 
dapat menjelaskan variabel dependen (audit report lag). 
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Lampiran 2 
 
PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM SAMPEL PENELITIAN 
No Kode Nama Perusahaan Sektor Perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk Pertanian 
2 ADRO Adaro Energy Tbk Pertambangan 
3 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
4 AKPI Argha Karya Prima Indutry Tbk Industri dasar dan kimia 
5 AKRA AKR Corporindo Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
6 ALKA Alakasa Industrino Tbk Industri dasar dan kimia 
7 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk Industri dasar dan kimia 
8 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Pertambangan 
9 APLN Agung Podomoro Land Tbk Properti dan real estate 
10 ASGR Astra Graphia Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
11 ASII Astra International Tbk Aneka industri 
12 ASRI Alam Sutera Reality Tbk Properti dan real estate 
13 AUTO Astra Otoparts Tbk Aneka industri 
14 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk Properti dan real estate 
15 BISI Bisi International Tbk Pertanian 
16 BKSL Sentul City Tbk Properti dan real estate 
17 BMSR Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
18 BMTR Global Mediacom Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
19 BRAM Indo Kordsa Tbk Aneka industri 
20 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk Properti dan real estate 
21 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk Industri dasar dan kimia 
22 CASS Cardig Aero Services Tbk 
Insfrastruktur, utilitas, dan 
transportasi 
23 COWL Cowell Development Tbk Properti dan real estate 
24 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk Industri dasar dan kimia 
25 CTBN Citra Tubindo Tbk Industri dasar dan kimia 
26 CTRA Ciputra Development Tbk Properti dan real estate 
27 DEWA Darma Henwa Tbk Pertambangan 
28 DILD Intiland Development Tbk Properti dan real estate 
29 DNET Dyviacom Intrabumi Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
30 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk Industri dasar dan kimia 
31 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk Perdagangan, jasa, dan invetasi 
32 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk Industri barang konsumsi 
33 EKAD Ekadharma International Tbk Industri dasar dan kimia 
34 ELSA Elnusa Tbk Pertambangan 
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No Kode Nama perusahaan Sektor perusahaan 
35 EMDE Megapolitan Development Tbk Properti dan real estate 
36 EPMT Enseval Putra Megatrading Tbk 
Perdagangan, jasa, dan 
invetasi 
37 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk Properti dan real estate 
38 FPNI Titan Kimia Nusantara Tbk Industri dasar dan kimia 
39 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk Industri dasar dan kimia 
40 GDYR Goodyear Indonesia Tbk Aneka industri 
41 GEMS Golden Energy Mines Tbk Pertambangan 
42 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk Properti dan real estate 
43 GMTD Gowa Makasar Tourism Development Tbk Properti dan real estate 
44 GREN Evergreen Invesco Tbk 
Perdagangan, jasa, dan 
invetasi 
45 HRUM Harum Energy Tbk Pertambangan 
46 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Industri barang konsumsi 
47 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk Industri dasar dan kimia 
48 IIKP Inti Agri Resources Tbk Pertanian 
49 INAF Indofarma Tbk Industri barang konsumsi 
50 INCO International Nickel Indonesia Tbk Pertambangan 
51 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Industri barang konsumsi 
52 INDR Indofarma Synthetics Tbk Aneka industri 
53 INDS Indospring Tbk Aneka industri 
54 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk Industri dasar dan kimia 
55 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Perrtambangan 
56 JPRS Jaya Pari Steel Tbk Industri dasar dan kimia 
57 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 
Perdagangan, jasa, dan 
invetasi 
58 KBLI KMI Wire & Cable Tbk Aneka industri 
59 KBLM Kabelindo Murni Tbk Aneka industri 
60 KBLV First Media Tbk 
Perdagangan, jasa, dan 
invetasi 
61 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk Industri barang konsumsi 
62 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk Properti dan real estate 
63 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk Pertambangan 
64 KLBF Kalbe Farma Tbk Industri barang konsumsi 
65 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk 
Perdagangan, jasa, dan 
invetasi 
66 LION Lion Metal Works Tbk Industri dasar dan kimia 
67 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk Industri barang konsumsi 
68 LMSH Lionmesh Prima Tbk Industri dasar dan kimia 
69 LCPK Lippo Cikarang Tbk Properti dan real estate 
70 MAPI Mitra Adi Perkasa Tbk 
Perdagangan, jasa, dan 
invetasi 
71 MBSS Mitra Bahtera Sehara Sejati Tbk 
Insfrastruktur, utilitas, dan 
transportasi 
72 MBTO Marina Berto Tbk Industri barang konsumsi 
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No Kode Nama Perusahaan Sektor perusahaan 
73 MFMI Multi Filling Mitra Indonesia Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
74 MICE Multi Indocitra Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
75 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 
Properti dan real 
estate 
76 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
77 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
78 MRAT Mustika Ratu Tbk 
Industri barang 
konsumsi 
79 MTDL Metrodata Electronics Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
80 MTLA Metropolitan Land Tbk 
Properti dan real 
estate 
81 MYOR Mayora Indah Tbk 
Industri barang 
konsumsi 
82 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk Pertambangan 
83 PTSN Sat Nusapersada Tbk Aneka industri 
84 RODA Royal Oak Development Asia Tbk 
Properti dan real 
estate 
85 SCCO 
Supreme Cable Manufacturing & Commerce 
Tbk 
Aneka industri 
86 SCMA Surya Citra Media Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
87 SGRO Sampoerna Agro Tbk Pertanian 
88 SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
89 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk Pertanian 
90 SMCB Holcim Indonesia Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
91 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
92 SMRA Summarecon Agung Tbk 
Properti dan real 
estate 
93 SMSM Selamat Sempurna Tbk Aneka industri 
94 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
95 SRSN Indo Acidatama Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
96 SSIA Surya Sentosa Internusa Tbk 
Properti dan real 
estate 
97 STAR Star Petrochern Tbk Aneka industri 
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No Kode Nama Perusahaan Sektor Perusahaan 
98 STTP Siantar Top Tbk 
Industri barang 
konsumsi 
99 TCID Mandom Indonesia Tbk 
Industri barang 
konsumsi 
100 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk Aneka industri 
101 TINS Timah (Persero) Tbk Pertambangan 
102 TIRA Tira Austenite Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
103 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) Tbk 
Insfrastruktur, utilitas, 
dan transportasi 
104 TMPO Tempo Intimedia Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
105 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
106 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
107 TRIL Triwira Insanlestari Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
108 TRST Trias Sentosa Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
109 TURI Tunas Ridean Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
110 ULTJ 
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company 
Tbk 
Industri barang 
konsumsi 
111 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
112 UNTR United Tractors Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
113 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
Industri barang 
konsumsi 
114 VOKS Voksel Electric Tbk Aneka industri 
115 WICO Wicaksana Overseas International Tbk 
Perdagangan, jasa, 
dan invetasi 
116 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk 
Properti dan real 
estate 
117 WINS Winermar Offshore Marine Tbk 
Insfrastruktur, utilitas, 
dan transportasi 
118 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk 
Industri dasar dan 
kimia 
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Lampiran 3 
 
DATA AUDIT REPORT LAG 
No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2013 
Laporan Keuangan Laporan Audit hari 
1 AALI 31/12/2013 25/02/2014 56 
2 ADRO 31/12/2013 28/02/2014 59 
3 AIMS 31/12/2013 17/03/2014 76 
4 AKPI 31/12/2013 19/03/2014 78 
5 AKRA 31/12/2013 21/03/2014 80 
6 ALKA 31/12/2013 28/03/2014 87 
7 AMFG 31/12/2013 27/03/2014 86 
8 ANTM 31/12/2013 28/02/2014 59 
9 APLN 31/12/2013 25/03/2014 84 
10 ASGR 31/12/2013 20/02/2014 51 
11 ASII 31/12/2013 26/02/2014 57 
12 ASRI 31/12/2013 21/03/2014 80 
13 AUTO 31/12/2013 20/02/2014 51 
14 BAPA 31/12/2013 24/03/2014 83 
15 BISI 31/12/2013 26/03/2014 85 
16 BKSL 31/12/2013 15/03/2014 74 
17 BMSR 31/12/2013 24/03/2014 83 
18 BMTR 31/12/2013 28/03/2014 87 
19 BRAM 31/12/2013 25/03/2014 84 
20 BSDE 31/12/2013 14/02/2014 45 
21 BTON 31/12/2013 24/03/2014 83 
22 CASS 31/12/2013 28/03/2014 87 
23 COWL 31/12/2013 24/03/2014 83 
24 CPIN 31/12/2013 26/03/2014 85 
25 CTBN 31/12/2013 21/03/2014 80 
26 CTRA 31/12/2013 24/03/2014 83 
27 DEWA 31/12/2013 14/02/2014 45 
28 DILD 31/12/2013 24/03/2014 83 
29 DNET 31/12/2013 25/03/2014 84 
30 DPNS 31/12/2013 25/03/2014 84 
31 DSSA 31/12/2013 20/03/2014 79 
32 DVLA 31/12/2013 28/02/2014 59 
33 EKAD 31/12/2013 17/03/2014 76 
34 ELSA 31/12/2013 27/02/2014 58 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2013 
Laporan Keuangan Laporan Audit hari 
35 EMDE 31/12/2013 25/03/2014 84 
36 EPMT 31/12/2013 05/03/2014 64 
37 FMII 31/12/2013 20/03/2014 79 
38 FPNI 31/12/2013 17/03/2014 76 
39 GDST 31/12/2013 20/03/2014 79 
40 GDYR 31/12/2013 25/03/2014 84 
41 GEMS 31/12/2013 20/02/2014 51 
42 GIAA 31/12/2013 30/01/2014 30 
43 GMTD 31/12/2013 17/03/2014 76 
44 GREN 31/12/2013 19/03/2014 78 
45 HRUM 31/12/2013 25/03/2014 84 
46 ICBP 31/12/2013 17/03/2014 76 
47 IGAR 31/12/2013 14/02/2014 45 
48 IIKP 31/12/2013 25/03/2014 84 
49 INAF 31/12/2013 21/02/2014 52 
50 INCO 31/12/2013 16/02/2014 47 
51 INDF 31/12/2013 17/03/2014 76 
52 INDR 31/12/2013 27/03/2014 86 
53 INDS 31/12/2013 26/03/2014 85 
54 INTP 31/12/2013 07/03/2014 66 
55 ITMG 31/12/2013 19/02/2014 50 
56 JPRS 31/12/2013 21/03/2014 80 
57 JTPE 31/12/2013 25/03/2014 84 
58 KBLI 31/12/2013 20/03/2014 79 
59 KBLM 31/12/2013 25/03/2014 84 
60 KBLV 31/12/2013 10/03/2014 69 
61 KDSI 31/12/2013 25/03/2014 84 
62 KIJA 31/12/2013 27/03/2014 86 
63 KKGI 31/12/2013 18/03/2014 77 
64 KLBF 31/12/2013 11/03/2014 70 
65 KOIN 31/12/2013 07/02/2014 38 
66 LION 31/12/2013 26/03/2014 85 
67 LMPI 31/12/2013 14/03/2014 73 
68 LMSH 31/12/2013 26/03/2014 85 
69 LCPK 31/12/2013 19/03/2014 78 
70 MAPI 31/12/2013 20/03/2014 79 
71 MBSS 31/12/2013 07/03/2014 66 
72 MBTO 31/12/2013 17/03/2014 76 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2013 
Laporan Keuangan Laporan Audit hari 
73 MFMI 31/12/2013 20/03/2014 79 
74 MICE 31/12/2013 21/03/2014 80 
75 MKPI 31/12/2013 30/01/2014 30 
76 MNCN 31/12/2013 26/03/2014 85 
77 MPPA 31/12/2013 20/02/2014 51 
78 MRAT 31/12/2013 24/03/2014 83 
79 MTDL 31/12/2013 21/03/2014 80 
80 MTLA 31/12/2013 25/03/2014 84 
81 MYOR 31/12/2013 26/03/2014 85 
82 PTBA 31/12/2013 24/02/2014 55 
83 PTSN 31/12/2013 05/03/2014 64 
84 RODA 31/12/2013 17/03/2014 76 
85 SCCO 31/12/2013 21/03/2014 80 
86 SCMA 31/12/2013 20/03/2014 79 
87 SGRO 31/12/2013 24/03/2014 83 
88 SHID 31/12/2013 17/03/2014 76 
89 SIMP 31/12/2013 20/02/2014 51 
90 SMCB 31/12/2013 17/02/2014 48 
91 SMGR 31/12/2013 14/02/2014 45 
92 SMRA 31/12/2013 15/03/2014 74 
93 SMSM 31/12/2013 25/03/2014 84 
94 SONA 31/12/2013 21/03/2014 80 
95 SRSN 31/12/2013 10/03/2014 69 
96 SSIA 31/12/2013 25/03/2014 84 
97 STAR 31/12/2013 21/03/2014 80 
98 STTP 31/12/2013 27/03/2014 86 
99 TCID 31/12/2013 05/03/2014 64 
100 TFCO 31/12/2013 24/03/2014 83 
101 TINS 31/12/2013 14/02/2014 45 
102 TIRA 31/12/2013 26/02/2014 57 
103 TLKM 31/12/2013 28/02/2014 59 
104 TMPO 31/12/2013 28/02/2014 59 
105 TOTO 31/12/2013 20/03/2014 79 
106 TPIA 31/12/2013 24/03/2014 83 
107 TRIL 31/12/2013 28/03/2014 87 
108 TRST 31/12/2013 18/03/2014 77 
109 TURI 31/12/2013 27/02/2014 58 
110 ULTJ 31/12/2013 24/03/2014 83 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2013 
Laporan Keuangan Laporan Audit hari 
111 UNIC 31/12/2013 28/02/2014 59 
112 UNTR 31/12/2013 21/02/2014 52 
113 UNVR 31/12/2013 25/03/2014 84 
114 VOKS 31/12/2013 20/03/2014 79 
115 WICO 31/12/2013 17/03/2014 76 
116 WIKA 31/12/2013 24/02/2014 55 
117 WINS 31/12/2013 21/03/2014 80 
118 YPAS 31/12/2013 28/03/2014 87 
 
No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2014 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
1 AALI 31/12/2014 20/02/2015 51 
2 ADRO 31/12/2014 27/02/2015 58 
3 AIMS 31/12/2014 25/03/2015 84 
4 AKPI 31/12/2014 09/04/2015 99 
5 AKRA 31/12/2014 18/03/2015 77 
6 ALKA 31/12/2014 27/03/2015 86 
7 AMFG 31/12/2014 25/03/2015 84 
8 ANTM 31/12/2014 03/03/2015 62 
9 APLN 31/12/2014 25/03/2015 84 
10 ASGR 31/12/2014 20/02/2015 51 
11 ASII 31/12/2014 26/02/2015 57 
12 ASRI 31/12/2014 06/03/2015 65 
13 AUTO 31/12/2014 20/02/2015 51 
14 BAPA 31/12/2014 23/03/2015 82 
15 BISI 31/12/2014 27/03/2015 86 
16 BKSL 31/12/2014 19/03/2015 78 
17 BMSR 31/12/2014 25/03/2015 84 
18 BMTR 31/12/2014 26/03/2015 85 
19 BRAM 31/12/2014 30/03/2015 89 
20 BSDE 31/12/2014 09/02/2015 40 
21 BTON 31/12/2014 25/03/2015 84 
22 CASS 31/12/2014 27/03/2015 86 
23 COWL 31/12/2014 20/03/2015 79 
24 CPIN 31/12/2014 27/03/2015 86 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2014 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
25 CTBN 31/12/2014 20/03/2015 79 
26 CTRA 31/12/2014 23/03/2015 82 
27 DEWA 31/12/2014 20/02/2015 51 
28 DILD 31/12/2014 27/03/2015 86 
29 DNET 31/12/2014 27/03/2015 86 
30 DPNS 31/12/2014 25/03/2015 84 
31 DSSA 31/12/2014 10/03/2015 69 
32 DVLA 31/12/2014 26/02/2015 57 
33 EKAD 31/12/2014 20/03/2015 79 
34 ELSA 31/12/2014 13/02/2015 44 
35 EMDE 31/12/2014 27/03/2015 86 
36 EPMT 31/12/2014 09/03/2015 68 
37 FMII 31/12/2014 23/03/2015 82 
38 FPNI 31/12/2014 16/03/2015 75 
39 GDST 31/12/2014 17/03/2015 76 
40 GDYR 31/12/2014 27/03/2015 86 
41 GEMS 31/12/2014 10/02/2015 41 
42 GIAA 31/12/2014 18/03/2015 77 
43 GMTD 31/12/2014 27/02/2015 58 
44 GREN 31/12/2014 16/02/2015 47 
45 HRUM 31/12/2014 30/03/2015 89 
46 ICBP 31/12/2014 12/03/2015 71 
47 IGAR 31/12/2014 09/02/2015 40 
48 IIKP 31/12/2014 23/03/2015 82 
49 INAF 31/12/2014 20/02/2015 51 
50 INCO 31/12/2014 26/02/2015 57 
51 INDF 31/12/2014 12/03/2015 71 
52 INDR 31/12/2014 17/03/2015 76 
53 INDS 31/12/2014 30/03/2015 89 
54 INTP 31/12/2014 05/03/2015 64 
55 ITMG 31/12/2014 18/02/2015 49 
56 JPRS 31/12/2014 23/03/2015 82 
57 JTPE 31/12/2014 28/04/2015 118 
58 KBLI 31/12/2014 20/03/2015 79 
59 KBLM 31/12/2014 27/03/2015 86 
60 KBLV 31/12/2014 23/03/2015 82 
61 KDSI 31/12/2014 27/02/2015 58 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2014 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
62 KIJA 31/12/2014 27/03/2015 86 
63 KKGI 31/12/2014 09/02/2015 40 
64 KLBF 31/12/2014 12/03/2015 71 
65 KOIN 31/12/2014 20/02/2015 51 
66 LION 31/12/2014 16/03/2015 75 
67 LMPI 31/12/2014 09/03/2015 68 
68 LMSH 31/12/2014 11/03/2015 70 
69 LCPK 31/12/2014 25/03/2015 84 
70 MAPI 31/12/2014 25/03/2015 84 
71 MBSS 31/12/2014 03/03/2015 62 
72 MBTO 31/12/2014 25/03/2015 84 
73 MFMI 31/12/2014 23/03/2015 82 
74 MICE 31/12/2014 16/03/2015 75 
75 MKPI 31/12/2014 06/02/2015 37 
76 MNCN 31/12/2014 25/03/2015 84 
77 MPPA 31/12/2014 02/03/2015 61 
78 MRAT 31/12/2014 26/03/2015 85 
79 MTDL 31/12/2014 26/03/2015 85 
80 MTLA 31/12/2014 25/03/2015 84 
81 MYOR 31/12/2014 27/03/2015 86 
82 PTBA 31/12/2014 23/02/2015 54 
83 PTSN 31/12/2014 13/03/2015 72 
84 RODA 31/12/2014 19/03/2015 78 
85 SCCO 31/12/2014 23/03/2015 82 
86 SCMA 31/12/2014 06/03/2015 65 
87 SGRO 31/12/2014 24/03/2015 83 
88 SHID 31/12/2014 20/03/2015 79 
89 SIMP 31/12/2014 06/02/2015 37 
90 SMCB 31/12/2014 17/02/2015 48 
91 SMGR 31/12/2014 13/02/2015 44 
92 SMRA 31/12/2014 23/03/2015 82 
93 SMSM 31/12/2014 25/03/2015 84 
94 SONA 31/12/2014 20/03/2015 79 
95 SRSN 31/12/2014 27/03/2015 86 
96 SSIA 31/12/2014 24/03/2015 83 
97 STAR 31/12/2014 19/03/2015 78 
98 STTP 31/12/2014 27/03/2015 86 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2014 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
99 TCID 31/12/2014 05/03/2015 64 
100 TFCO 31/12/2014 23/03/2015 82 
101 TINS 31/12/2014 23/02/2015 54 
102 TIRA 31/12/2014 27/03/2015 86 
103 TLKM 31/12/2014 27/02/2015 58 
104 TMPO 31/12/2014 06/03/2015 65 
105 TOTO 31/12/2014 25/03/2015 84 
106 TPIA 31/12/2014 09/03/2015 68 
107 TRIL 31/12/2014 31/03/2015 90 
108 TRST 31/12/2014 16/03/2015 75 
109 TURI 31/12/2014 25/02/2015 56 
110 ULTJ 31/12/2014 30/03/2015 89 
111 UNIC 31/12/2014 18/03/2015 77 
112 UNTR 31/12/2014 20/02/2015 51 
113 UNVR 31/12/2014 27/03/2015 86 
114 VOKS 31/12/2014 15/04/2015 105 
115 WICO 31/12/2014 25/03/2015 84 
116 WIKA 31/12/2014 23/02/2015 54 
117 WINS 31/12/2014 02/03/2015 61 
118 YPAS 31/12/2014 06/03/2015 65 
 
No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2015 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
1 AALI 31/12/2015 20/02/2016 51 
2 ADRO 31/12/2015 29/02/2016 60 
3 AIMS 31/12/2015 28/03/2016 88 
4 AKPI 31/12/2015 17/03/2016 77 
5 AKRA 31/12/2015 08/03/2016 68 
6 ALKA 31/12/2015 28/03/2016 88 
7 AMFG 31/12/2015 29/03/2016 89 
8 ANTM 31/12/2015 29/02/2016 60 
9 APLN 31/12/2015 28/03/2016 88 
10 ASGR 31/12/2015 19/02/2016 50 
11 ASII 31/12/2015 25/02/2016 56 
12 ASRI 31/12/2015 29/03/2016 89 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2015 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
13 AUTO 31/12/2015 20/02/2016 51 
14 BAPA 31/12/2015 29/02/2016 60 
15 BISI 31/12/2015 28/03/2016 88 
16 BKSL 31/12/2015 24/03/2016 84 
17 BMSR 31/12/2015 24/03/2016 84 
18 BMTR 31/12/2015 30/03/2016 90 
19 BRAM 31/12/2015 22/03/2016 82 
20 BSDE 31/12/2015 12/02/2016 43 
21 BTON 31/12/2015 24/03/2016 84 
22 CASS 31/12/2015 29/02/2016 60 
23 COWL 31/12/2015 17/03/2016 77 
24 CPIN 31/12/2015 29/03/2016 89 
25 CTBN 31/12/2015 21/03/2016 81 
26 CTRA 31/12/2015 24/03/2016 84 
27 DEWA 31/12/2015 04/03/2016 64 
28 DILD 31/12/2015 30/03/2016 90 
29 DNET 31/12/2015 24/03/2016 84 
30 DPNS 31/12/2015 30/03/2016 90 
31 DSSA 31/12/2015 30/03/2016 90 
32 DVLA 31/12/2015 08/03/2016 68 
33 EKAD 31/12/2015 18/03/2016 78 
34 ELSA 31/12/2015 11/02/2016 42 
35 EMDE 31/12/2015 28/03/2016 88 
36 EPMT 31/12/2015 07/03/2016 67 
37 FMII 31/12/2015 23/03/2016 83 
38 FPNI 31/12/2015 29/02/2016 60 
39 GDST 31/12/2015 21/03/2016 81 
40 GDYR 31/12/2015 28/03/2016 88 
41 GEMS 31/12/2015 16/02/2016 47 
42 GIAA 31/12/2015 12/02/2016 43 
43 GMTD 31/12/2015 19/02/2016 50 
44 GREN 31/12/2015 23/03/2016 83 
45 HRUM 31/12/2015 30/03/2016 90 
46 ICBP 31/12/2015 23/03/2016 83 
47 IGAR 31/12/2015 19/02/2016 50 
48 IIKP 31/12/2015 23/03/2016 83 
49 INAF 31/12/2015 25/02/2016 56 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2015 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
50 INCO 31/12/2015 25/02/2016 56 
51 INDF 31/12/2015 23/03/2016 83 
52 INDR 31/12/2015 29/03/2016 89 
53 INDS 31/12/2015 28/03/2016 88 
54 INTP 31/12/2015 10/03/2016 70 
55 ITMG 31/12/2015 18/02/2016 49 
56 JPRS 31/12/2015 22/03/2016 82 
57 JTPE 31/12/2015 30/03/2016 90 
58 KBLI 31/12/2015 21/03/2016 81 
59 KBLM 31/12/2015 28/03/2016 88 
60 KBLV 31/12/2015 17/03/2016 77 
61 KDSI 31/12/2015 26/02/2016 57 
62 KIJA 31/12/2015 28/03/2016 88 
63 KKGI 31/12/2015 10/02/2016 41 
64 KLBF 31/12/2015 11/03/2016 71 
65 KOIN 31/12/2015 28/03/2016 88 
66 LION 31/12/2015 24/03/2016 84 
67 LMPI 31/12/2015 17/03/2016 77 
68 LMSH 31/12/2015 24/03/2016 84 
69 LCPK 31/12/2015 18/03/2016 78 
70 MAPI 31/12/2015 28/03/2016 88 
71 MBSS 31/12/2015 15/03/2016 75 
72 MBTO 31/12/2015 21/03/2016 81 
73 MFMI 31/12/2015 22/02/2016 53 
74 MICE 31/12/2015 24/03/2016 84 
75 MKPI 31/12/2015 17/02/2016 48 
76 MNCN 31/12/2015 29/03/2016 89 
77 MPPA 31/12/2015 16/03/2016 76 
78 MRAT 31/12/2015 29/03/2016 89 
79 MTDL 31/12/2015 28/03/2016 88 
80 MTLA 31/12/2015 23/03/2016 83 
81 MYOR 31/12/2015 22/03/2016 82 
82 PTBA 31/12/2015 29/02/2016 60 
83 PTSN 31/12/2015 15/03/2016 75 
84 RODA 31/12/2015 18/03/2016 78 
85 SCCO 31/12/2015 18/03/2016 78 
86 SCMA 31/12/2015 22/03/2016 82 
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No Kode perusahaan 
Audit Report Lag 
2015 
Laporan 
Keuangan Laporan Audit hari 
87 SGRO 31/12/2015 24/03/2016 84 
88 SHID 31/12/2015 14/03/2016 74 
89 SIMP 31/12/2015 09/02/2016 40 
90 SMCB 31/12/2015 22/02/2016 53 
91 SMGR 31/12/2015 15/02/2016 46 
92 SMRA 31/12/2015 23/03/2016 83 
93 SMSM 31/12/2015 29/03/2016 89 
94 SONA 31/12/2015 21/03/2016 81 
95 SRSN 31/12/2015 11/03/2016 71 
96 SSIA 31/12/2015 21/04/2016 112 
97 STAR 31/12/2015 28/03/2016 88 
98 STTP 31/12/2015 21/03/2016 81 
99 TCID 31/12/2015 03/03/2016 63 
100 TFCO 31/12/2015 22/03/2016 82 
101 TINS 31/12/2015 02/03/2016 62 
102 TIRA 31/12/2015 23/03/2016 83 
103 TLKM 31/12/2015 26/02/2016 57 
104 TMPO 31/12/2015 14/03/2016 74 
105 TOTO 31/12/2015 29/03/2016 89 
106 TPIA 31/12/2015 23/03/2016 83 
107 TRIL 31/12/2015 30/03/2016 90 
108 TRST 31/12/2015 14/03/2016 74 
109 TURI 31/12/2015 29/03/2016 89 
110 ULTJ 31/12/2015 29/03/2016 89 
111 UNIC 31/12/2015 28/03/2016 88 
112 UNTR 31/12/2015 20/02/2016 51 
113 UNVR 31/12/2015 30/03/2016 90 
114 VOKS 31/12/2015 07/04/2016 98 
115 WICO 31/12/2015 24/03/2016 84 
116 WIKA 31/12/2015 22/02/2016 53 
117 WINS 31/12/2015 03/03/2016 63 
118 YPAS 31/12/2015 10/03/2016 70 
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Lampiran 4 
 
DATA UKURAN KOMITE AUDIT 
no kode perusahaan 
ukuran komite audit 
2013 2014 2015 
1 AALI 3 3 3 
2 ADRO 3 3 3 
3 AIMS 3 3 3 
4 AKPI 3 3 3 
5 AKRA 3 3 3 
6 ALKA 3 3 3 
7 AMFG 4 4 4 
8 ANTM 6 4 4 
9 APLN 3 3 3 
10 ASGR 3 3 3 
11 ASII 4 4 4 
12 ASRI 3 3 3 
13 AUTO 3 3 3 
14 BAPA 3 3 3 
15 BISI 3 3 3 
16 BKSL 3 3 3 
17 BMSR 3 3 3 
18 BMTR 3 3 4 
19 BRAM 3 3 3 
20 BSDE 3 3 3 
21 BTON 3 3 3 
22 CASS 3 3 3 
23 COWL 3 3 3 
24 CPIN 5 5 5 
25 CTBN 3 3 3 
26 CTRA 3 3 3 
27 DEWA 3 3 3 
28 DILD 3 3 3 
29 DNET 3 3 3 
30 DPNS 3 3 3 
31 DSSA 3 3 3 
32 DVLA 4 3 3 
33 EKAD 3 3 3 
34 ELSA 4 4 4 
35 EMDE 3 3 3 
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no kode perusahaan 
ukuran komite audit 
2013 2014 2015 
36 EPMT 3 3 3 
37 FMII 3 3 3 
38 FPNI 2 3 3 
39 GDST 3 3 3 
40 GDYR 3 3 3 
41 GEMS 3 3 3 
42 GIAA 4 5 3 
43 GMTD 3 3 3 
44 GREN 3 3 3 
45 HRUM 3 3 3 
46 ICBP 3 3 3 
47 IGAR 3 3 3 
48 IIKP 3 3 3 
49 INAF 3 3 2 
50 INCO 3 3 3 
51 INDF 3 3 3 
52 INDR 3 3 3 
53 INDS 3 3 3 
54 INTP 3 3 3 
55 ITMG 3 3 3 
56 JPRS 3 3 3 
57 JTPE 3 3 3 
58 KBLI 3 3 3 
59 KBLM 3 3 3 
60 KBLV 3 3 3 
61 KDSI 3 3 3 
62 KIJA 3 3 3 
63 KKGI 3 3 3 
64 KLBF 3 3 3 
65 KOIN 3 3 3 
66 LION 3 3 3 
67 LMPI 3 3 3 
68 LMSH 3 3 3 
69 LCPK 3 3 3 
70 MAPI 3 3 3 
71 MBSS 4 4 3 
72 MBTO 2 2 2 
73 MFMI 3 3 3 
74 MICE 3 3 3 
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no kode perusahaan 
ukuran komite audit 
2013 2014 2015 
75 MKPI 4 4 4 
76 MNCN 3 3 4 
77 MPPA 3 3 3 
78 MRAT 3 3 2 
79 MTDL 3 3 3 
80 MTLA 3 3 3 
81 MYOR 3 3 3 
82 PTBA 4 4 4 
83 PTSN 3 3 3 
84 RODA 3 3 3 
85 SCCO 3 3 3 
86 SCMA 3 3 3 
87 SGRO 3 3 3 
88 SHID 2 2 2 
89 SIMP 3 3 3 
90 SMCB 4 3 3 
91 SMGR 4 4 4 
92 SMRA 3 3 3 
93 SMSM 3 3 3 
94 SONA 3 3 3 
95 SRSN 3 3 3 
96 SSIA 3 3 3 
97 STAR 3 3 3 
98 STTP 3 3 3 
99 TCID 4 4 4 
100 TFCO 3 3 3 
101 TINS 4 4 4 
102 TIRA 2 3 3 
103 TLKM 5 5 4 
104 TMPO 3 3 3 
105 TOTO 3 3 3 
106 TPIA 3 3 3 
107 TRIL 3 3 3 
108 TRST 3 3 3 
109 TURI 4 4 3 
110 ULTJ 3 3 3 
111 UNIC 3 3 3 
112 UNTR 3 3 3 
113 UNVR 3 3 3 
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no kode perusahaan 
ukuran komite audit 
2013 2014 2015 
114 VOKS 3 3 3 
115 WICO 3 3 3 
116 WIKA 5 6 5 
117 WINS 3 3 3 
118 YPAS 3 3 3 
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Lampiran 5 
 
DATA INDEPENDENSI KOMITE AUDIT 
 
No Kode 
independensi komite audit 
2013 2014 2015 
NDK AKA hasil NDK AKA hasil NDK AKA hasil 
1 AALI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
2 ADRO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
3 AIMS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
4 AKPI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
5 AKRA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
6 ALKA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
7 AMFG 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
8 ANTM 4 6 0,67 2 4 0,5 2 4 0,5 
9 APLN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
10 ASGR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
11 ASII 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
12 ASRI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
13 AUTO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
14 BAPA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
15 BISI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
16 BKSL 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
17 BMSR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
18 BMTR 1 3 0,33 1 3 0,33 2 3 0,67 
19 BRAM 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
20 BSDE 1 3 0,33 1 3 0,33 2 3 0,67 
21 BTON 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
22 CASS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
23 COWL 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
24 CPIN 3 5 0,6 3 5 0,6 3 5 0,6 
25 CTBN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
26 CTRA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
27 DEWA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
28 DILD 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
29 DNET 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
30 DPNS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
31 DSSA 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
32 DVLA 2 4 0,5 2 3 0,67 2 3 0,67 
33 EKAD 2 3 0,67 3 3 1 3 3 1 
34 ELSA 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
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No Kode 
independensi komite audit 
2013 2014 2015 
NDK AKA hasil NDK AKA hasil NDK AKA hasil 
35 EMDE 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
36 EPMT 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
37 FMII 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
38 FPNI 1 2 0,5 2 3 0,67 2 3 0,67 
39 GDST 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
40 GDYR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
41 GEMS 1 3 0,33 2 3 0,67 1 3 0,33 
42 GIAA 3 4 0,75 3 5 0,6 2 3 0,67 
43 GMTD 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
44 GREN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
45 HRUM 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
46 ICBP 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
47 IGAR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
48 IIKP 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
49 INAF 2 3 0,67 2 3 0,67 1 2 0,5 
50 INCO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
51 INDF 2 3 0,67 2 3 0,67 1 3 0,33 
52 INDR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
53 INDS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
54 INTP 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
55 ITMG 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
56 JPRS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
57 JTPE 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
58 KBLI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
59 KBLM 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
60 KBLV 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
61 KDSI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
62 KIJA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
63 KKGI 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
64 KLBF 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
65 KOIN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
66 LION 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
67 LMPI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
68 LMSH 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
69 LCPK 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
70 MAPI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
71 MBSS 3 4 0,75 3 4 0,75 2 3 0,67 
72 MBTO 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 
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No Kode 
independensi komite audit 
2013 2014 2015 
NDK AKA hasil NDK AKA hasil NDK AKA hasil 
73 MFMI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
74 MICE 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
75 MKPI 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
76 MNCN 2 3 0,67 2 3 0,67 3 4 0,75 
77 MPPA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
78 MRAT 2 3 0,67 2 3 0,67 1 2 0,5 
79 MTDL 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
80 MTLA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
81 MYOR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
82 PTBA 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
83 PTSN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
84 RODA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
85 SCCO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
86 SCMA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
87 SGRO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
88 SHID 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 
89 SIMP 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
90 SMCB 0 4 0 0 3 0 1 3 0,33 
91 SMGR 2 4 0,5 2 4 0,5 2 4 0,5 
92 SMRA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
93 SMSM 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
94 SONA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
95 SRSN 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
96 SSIA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
97 STAR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
98 STTP 3 3 1 2 3 0,67 2 3 0,67 
99 TCID 2 4 0,5 2 4 0,5 2 4 0,5 
100 TFCO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
101 TINS 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
102 TIRA 1 2 0,5 2 3 0,67 2 3 0,67 
103 TLKM 3 5 0,6 3 5 0,6 2 4 0,5 
104 TMPO 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
105 TOTO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
106 TPIA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
107 TRIL 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
108 TRST 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
109 TURI 3 4 0,75 3 4 0,75 2 3 0,67 
110 ULTJ 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
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No Kode 
independensi komite audit 
2013 2014 2015 
NDK AKA hasil NDK AKA hasil NDK AKA hasil 
111 UNIC 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
112 UNTR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
113 UNVR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
114 VOKS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
115 WICO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
116 WIKA 3 5 0,6 4 6 0,67 4 5 0,8 
117 WINS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
118 YPAS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
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Lampiran 6 
 
DATA KOMPETENSI KOMITE AUDIT 
 
No Kode 
kompetensi komite audit 
2013 2014 2015 
ahli AKA hasil ahli AKA hasil ahli AKA hasil 
1 AALI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
2 ADRO 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
3 AIMS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
4 AKPI 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
5 AKRA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
6 ALKA 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
7 AMFG 1 4 0,25 1 4 0,25 1 4 0,25 
8 ANTM 3 6 0,5 2 4 0,5 2 4 0,5 
9 APLN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
10 ASGR 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
11 ASII 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
12 ASRI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
13 AUTO 2 3 0,67 2 3 0,67 3 3 1 
14 BAPA 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
15 BISI 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
16 BKSL 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
17 BMSR 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
18 BMTR 2 3 0,67 2 3 0,67 3 4 0,75 
19 BRAM 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
20 BSDE 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
21 BTON 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
22 CASS 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
23 COWL 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
24 CPIN 3 5 0,6 3 5 0,6 2 5 0,4 
25 CTBN 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
26 CTRA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
27 DEWA 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
28 DILD 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
29 DNET 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
30 DPNS 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
31 DSSA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
32 DVLA 3 4 0,75 3 3 1 3 3 1 
33 EKAD 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
34 ELSA 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
113 
 
No Kode 
kompetensi komite audit 
2013 2014 2015 
ahli AKA hasil ahli AKA hasil ahli AKA hasil 
35 EMDE 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
36 EPMT 2 3 0,67 3 3 1 3 3 1 
37 FMII 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
38 FPNI 2 2 1 3 3 1 3 3 1 
39 GDST 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
40 GDYR 1 3 0,33 1 3 0,33 2 3 0,67 
41 GEMS 2 3 0,67 2 3 0,67 1 3 0,33 
42 GIAA 1 4 0,25 3 5 0,6 2 3 0,67 
43 GMTD 3 3 1 1 3 0,33 1 3 0,33 
44 GREN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
45 HRUM 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
46 ICBP 3 3 1 3 3 1 2 3 0,67 
47 IGAR 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
48 IIKP 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
49 INAF 1 3 0,33 1 3 0,33 2 2 1 
50 INCO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
51 INDF 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
52 INDR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
53 INDS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
54 INTP 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
55 ITMG 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
56 JPRS 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
57 JTPE 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
58 KBLI 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
59 KBLM 1 3 0,33 1 3 0,33 2 3 0,67 
60 KBLV 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
61 KDSI 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
62 KIJA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
63 KKGI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
64 KLBF 1 3 0,33 2 3 0,67 2 3 0,67 
65 KOIN 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
66 LION 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
67 LMPI 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
68 LMSH 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
69 LCPK 1 3 0,33 3 3 1 3 3 1 
70 MAPI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
71 MBSS 4 4 1 4 4 1 3 3 1 
72 MBTO 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 
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No Kode 
kompetensi komite audit 
2013 2014 2015 
ahli AKA hasil ahli AKA hasil ahli AKA hasil 
73 MFMI 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
74 MICE 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
75 MKPI 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
76 MNCN 3 3 1 3 3 1 2 4 0,5 
77 MPPA 3 3 1 1 3 0,33 1 3 0,33 
78 MRAT 2 3 0,67 2 3 0,67 1 2 0,5 
79 MTDL 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
80 MTLA 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
81 MYOR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
82 PTBA 2 4 0,5 2 4 0,5 2 4 0,5 
83 PTSN 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
84 RODA 2 3 0,67 3 3 1 3 3 1 
85 SCCO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
86 SCMA 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
87 SGRO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
88 SHID 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
89 SIMP 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
90 SMCB 3 4 0,75 2 3 0,67 3 3 1 
91 SMGR 2 4 0,5 2 4 0,5 2 4 0,5 
92 SMRA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
93 SMSM 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
94 SONA 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
95 SRSN 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
96 SSIA 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
97 STAR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
98 STTP 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
99 TCID 2 4 0,5 1 4 0,25 2 4 0,5 
100 TFCO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
101 TINS 3 4 0,75 3 4 0,75 3 4 0,75 
102 TIRA 1 2 0,5 2 3 0,67 2 3 0,67 
103 TLKM 3 5 0,6 2 5 0,4 3 4 0,75 
104 TMPO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
105 TOTO 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
106 TPIA 3 3 1 3 3 1 2 3 0,67 
107 TRIL 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
108 TRST 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
109 TURI 3 4 0,75 3 4 0,75 2 3 0,67 
110 ULTJ 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
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No Kode 
kompetensi komite audit 
2013 2014 2015 
ahli AKA hasil ahli AKA hasil ahli AKA hasil 
111 UNIC 3 3 1 3 3 1 2 3 0,67 
112 UNTR 2 3 0,67 2 3 0,67 3 3 1 
113 UNVR 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
114 VOKS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
115 WICO 1 3 0,33 1 3 0,33 1 3 0,33 
116 WIKA 4 5 0,8 5 6 0,83 4 5 0,8 
117 WINS 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
118 YPAS 2 3 0,67 2 3 0,67 2 3 0,67 
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Lampiran 7 
 
DATA RAPAT KOMITE AUDIT 
 
no kode perusahaan 
rapat komite audit 
2013 2014 2015 
1 AALI 7 8 7 
2 ADRO 24 24 25 
3 AIMS 1 12 12 
4 AKPI 4 3 3 
5 AKRA 16 4 5 
6 ALKA 4 4 4 
7 AMFG 11 14 15 
8 ANTM 15 23 35 
9 APLN 14 14 14 
10 ASGR 18 14 18 
11 ASII 5 7 9 
12 ASRI 8 6 6 
13 AUTO 6 6 6 
14 BAPA 2 2 2 
15 BISI 6 7 6 
16 BKSL 15 12 14 
17 BMSR 5 4 4 
18 BMTR 4 4 4 
19 BRAM 4 5 4 
20 BSDE 9 5 5 
21 BTON 5 5 5 
22 CASS 6 4 6 
23 COWL 4 4 5 
24 CPIN 36 32 33 
25 CTBN 5 4 4 
26 CTRA 5 4 4 
27 DEWA 12 11 11 
28 DILD 8 17 13 
29 DNET 4 4 4 
30 DPNS 4 4 4 
31 DSSA 8 9 8 
32 DVLA 2 4 4 
33 EKAD 5 5 6 
34 ELSA 19 16 13 
35 EMDE 4 6 3 
117 
 
no kode perusahaan 
rapat komite audit 
2013 2014 2015 
36 EPMT 4 4 4 
37 FMII 5 5 5 
38 FPNI 4 4 4 
39 GDST 5 5 5 
40 GDYR 4 4 4 
41 GEMS 6 5 4 
42 GIAA 48 31 25 
43 GMTD 4 4 4 
44 GREN 5 4 4 
45 HRUM 5 5 5 
46 ICBP 7 6 7 
47 IGAR 4 4 4 
48 IIKP 4 4 4 
49 INAF 20 16 18 
50 INCO 5 4 5 
51 INDF 9 9 6 
52 INDR 4 4 4 
53 INDS 5 5 4 
54 INTP 4 4 4 
55 ITMG 12 12 13 
56 JPRS 12 12 12 
57 JTPE 4 4 4 
58 KBLI 4 4 4 
59 KBLM 6 4 4 
60 KBLV 4 4 4 
61 KDSI 12 12 12 
62 KIJA 7 9 6 
63 KKGI 6 5 8 
64 KLBF 4 4 4 
65 KOIN 12 6 6 
66 LION 3 3 4 
67 LMPI 6 12 12 
68 LMSH 3 4 4 
69 LCPK 5 4 4 
70 MAPI 4 4 4 
71 MBSS 4 4 4 
72 MBTO 37 37 46 
73 MFMI 4 4 4 
74 MICE 4 6 6 
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no kode perusahaan 
rapat komite audit 
2013 2014 2015 
75 MKPI 4 4 4 
76 MNCN 4 4 4 
77 MPPA 4 4 4 
78 MRAT 3 3 3 
79 MTDL 5 5 5 
80 MTLA 3 4 4 
81 MYOR 4 5 7 
82 PTBA 57 59 39 
83 PTSN 4 4 4 
84 RODA 4 4 4 
85 SCCO 4 4 4 
86 SCMA 12 12 12 
87 SGRO 4 4 4 
88 SHID 14 14 14 
89 SIMP 11 9 10 
90 SMCB 4 5 6 
91 SMGR 22 38 24 
92 SMRA 4 4 4 
93 SMSM 4 4 4 
94 SONA 4 4 4 
95 SRSN 4 6 6 
96 SSIA 8 8 6 
97 STAR 5 5 5 
98 STTP 5 4 4 
99 TCID 14 14 14 
100 TFCO 4 4 4 
101 TINS 44 35 61 
102 TIRA 15 15 3 
103 TLKM 30 38 34 
104 TMPO 12 12 12 
105 TOTO 12 12 12 
106 TPIA 4 12 6 
107 TRIL 4 4 4 
108 TRST 6 6 6 
109 TURI 4 4 4 
110 ULTJ 2 3 3 
111 UNIC 6 6 4 
112 UNTR 5 5 5 
113 UNVR 4 4 4 
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no kode perusahaan 
rapat komite audit 
2013 2014 2015 
114 VOKS 6 6 6 
115 WICO 4 4 4 
116 WIKA 16 6 16 
117 WINS 11 11 11 
118 YPAS 4 4 4 
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Lampiran 8 
 
DATA REPUTASI KAP 
 
No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2013 kode 
1 AALI PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
2 ADRO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
3 AIMS Bambang. S&Rekan 0 
4 AKPI EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
5 AKRA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
6 ALKA Johanes,Juara&Rekan 0 
7 AMFG KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
8 ANTM PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
9 APLN Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
10 ASGR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
11 ASII PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
12 ASRI Paul Hadiwinata, Hidajat,Arsono&Rekan 0 
13 AUTO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
14 BAPA Tjahjadi&Tamara 0 
15 BISI EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
16 BKSL Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
17 BMSR Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
18 BMTR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
19 BRAM Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
20 BSDE Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
21 BTON Aryanto,AMIR,Mawar&Saptono 0 
22 CASS Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
23 COWL Hadori Sugiarto&Rekan 0 
24 CPIN EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
25 CTBN EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
26 CTRA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
27 DEWA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
28 DILD Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
29 DNET EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
30 DPNS 
Paul Hadiwinata,Hidajat,Arsono,Ade 
Fatma&Rekan 0 
31 DSSA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
32 DVLA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
33 EKAD Teramihardja,Pradhono&Chandra 0 
34 ELSA PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
35 EMDE Rama Wendra 0 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2013 Kode 
36 EPMT EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
37 FMII Hadori,Sugiarto,Adi&Rekan 0 
38 FPNI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
39 GDST Hadori,Sugiarto,Adi&Rekan 0 
40 GDYR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
41 GEMS EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
42 GIAA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
43 GMTD Beny,Tony,Frans&Daniel 0 
44 GREN Teguh Heru&Rekan 0 
45 HRUM Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
46 ICBP EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
47 IGAR Hertanto,Sidik&Indra 0 
48 IIKP Asep rahmansyah&Rekan 0 
49 INAF Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
50 INCO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
51 INDF EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
52 INDR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
53 INDS Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
54 INTP EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
55 ITMG PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
56 JPRS Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
57 JTPE Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
58 KBLI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
59 KBLM dbsd&a 0 
60 KBLV Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
61 KDSI Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
62 KIJA Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
63 KKGI EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
64 KLBF EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
65 KOIN Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
66 LION Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
67 LMPI Hadori Sugiarto&Rekan 0 
68 LMSH Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
69 LCPK Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
70 MAPI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
71 MBSS Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
72 MBTO Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
73 MFMI Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
74 MICE Arsyad&Rekan 0 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2013 Kode 
75 MKPI Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
76 MNCN Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
77 MPPA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
78 MRAT Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
79 MTDL Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
80 MTLA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
81 MYOR Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
82 PTBA PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
83 PTSN Johan Malonda Mustika&Rekan 0 
84 RODA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
85 SCCO dbsd&a 0 
86 SCMA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
87 SGRO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
88 SHID dbsd&a 0 
89 SIMP EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
90 SMCB EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
91 SMGR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
92 SMRA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
93 SMSM EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
94 SONA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
95 SRSN Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
96 SSIA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
97 STAR Noor Salim,Nursehan&Sinarahardja 0 
98 STTP Hadori Sugiarto&Rekan 0 
99 TCID Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
100 TFCO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
101 TINS PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
102 TIRA Tjienoradjadja&Handoko Tomo 0 
103 TLKM EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
104 TMPO Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
105 TOTO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
106 TPIA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
107 TRIL dbsd&a 0 
108 TRST EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
109 TURI PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
110 ULTJ Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
111 UNIC EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
112 UNTR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
113 UNVR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2014 Kode 
114 VOKS Grant Thornton 0 
115 WICO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
116 WIKA Hadori Sugiarto&Rekan 0 
117 WINS Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
118 YPAS Teramihardja,Pradhono&Chandra 0 
 
No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2014 kode 
1 AALI PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
2 ADRO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
3 AIMS Bambang. S&Rekan 0 
4 AKPI EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
5 AKRA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
6 ALKA Johanes,Juara&Rekan 0 
7 AMFG KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
8 ANTM PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
9 APLN Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
10 ASGR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
11 ASII PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
12 ASRI Paul Hadiwinata, Hidajat,Arsono&Rekan 0 
13 AUTO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
14 BAPA Tjahjadi&Tamara 0 
15 BISI EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
16 BKSL Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
17 BMSR Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
18 BMTR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
19 BRAM Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
20 BSDE Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
21 BTON Aryanto,AMIR,Mawar&Saptono 0 
22 CASS Aryanto,AMIR,Mawar&Saptono 0 
23 COWL Koasih,Nurdiyaman Tahtjo&Rekan 0 
24 CPIN EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
25 CTBN EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
26 CTRA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
27 DEWA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
28 DILD Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
29 DNET EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
30 DPNS 
Paul Hadiwinata,Hidajat,Arsono,Ade 
Fatma&Rekan 0 
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No Kode 
Reputasi KAP 
KAP 2014 Kode 
31 DSSA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
32 DVLA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
33 EKAD Teramihardja,Pradhono&Chandra 0 
34 ELSA PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
35 EMDE Jansen Ramdan 0 
36 EPMT EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
37 FMII Supoyo.Sutjahtjo,Subiyantoro&Rekan 0 
38 FPNI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
39 GDST Drs.Binsar B 0 
40 GDYR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
41 GEMS EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
42 GIAA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
43 GMTD Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
44 GREN WCPA 0 
45 HRUM PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
46 ICBP EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
47 IGAR Hertanto,Grace&Karunawan 0 
48 IIKP Asep Rianita Mansyur&Suharyono 0 
49 INAF Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
50 INCO KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
51 INDF EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
52 INDR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
53 INDS Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
54 INTP EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
55 ITMG PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
56 JPRS Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
57 JTPE Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
58 KBLI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
59 KBLM dbsd&a 0 
60 KBLV Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
61 KDSI Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
62 KIJA Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
63 KKGI Johan Malonda Mustika&Rekan 0 
64 KLBF EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
65 KOIN Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
66 LION Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
67 LMPI Hadori Sugiarto&Rekan 0 
68 LMSH Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
69 LCPK Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2014 Kode 
70 MAPI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
71 MBSS Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
72 MBTO Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
73 MFMI Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
74 MICE Arsyad&Rekan 0 
75 MKPI Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
76 MNCN Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
77 MPPA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
78 MRAT Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
79 MTDL Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
80 MTLA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
81 MYOR Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
82 PTBA PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
83 PTSN Johan Malonda Mustika&Rekan 0 
84 RODA Morhan&Rekan 0 
85 SCCO dbsd&a 0 
86 SCMA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
87 SGRO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
88 SHID dbsd&a 0 
89 SIMP EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
90 SMCB EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
91 SMGR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
92 SMRA EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
93 SMSM EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
94 SONA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
95 SRSN Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
96 SSIA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
97 STAR Noor Salim,Nursehan&Sinarahardja 0 
98 STTP Hadori Sugiarto&Rekan 0 
99 TCID Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
100 TFCO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
101 TINS PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
102 TIRA Y.Santosa&Rekan 0 
103 TLKM EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
104 TMPO Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
105 TOTO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
106 TPIA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
107 TRIL dbsd&a 0 
108 TRST EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2014 Kode 
109 TURI PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
110 ULTJ Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
111 UNIC EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
112 UNTR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
113 UNVR KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
114 VOKS Grant Thornton 0 
115 WICO EY (Purwantono,Suherman&Surja) 1 
116 WIKA Hadori Sugiarto&Rekan 0 
117 WINS Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
118 YPAS Budiman,Wawan,Pambudji&Rekan 0 
 
 
No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2015 kode 
1 AALI PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
2 ADRO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
3 AIMS Bambang. S&Rekan 0 
4 AKPI EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
5 AKRA EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
6 ALKA Johanes,Juara&Rekan 0 
7 AMFG KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
8 ANTM PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
9 APLN Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
10 ASGR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
11 ASII PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
12 ASRI 
Paul Hadiwinata, 
Hidajat,Arsono&Rekan 0 
13 AUTO PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
14 BAPA Tjahjadi&Tamara 0 
15 BISI EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
16 BKSL Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
17 BMSR Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
18 BMTR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
19 BRAM Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
20 BSDE Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
21 BTON Aryanto,AMIR,Mawar&Saptono 0 
22 CASS Aryanto,AMIR,Mawar&Saptono 0 
23 COWL Teramihardja,Prahdono&Chandra 0 
24 CPIN EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2015 Kode 
25 CTBN EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
26 CTRA EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
27 DEWA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
28 DILD Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
29 DNET EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
30 DPNS 
Paul Hadiwinata,Hidajat,Arsono,Ade 
Fatma&Rekan 0 
31 DSSA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
32 DVLA EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
33 EKAD Budiman,Wawan,Pambudji&Rekan 0 
34 ELSA EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
35 EMDE Jansen Ramdan 0 
36 EPMT EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
37 FMII Supoyo.Sutjahtjo,Subiyantoro&Rekan 0 
38 FPNI EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
39 GDST Hadori,Sugiarto,Adi&Rekan 0 
40 GDYR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
41 GEMS EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
42 GIAA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
43 GMTD Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
44 GREN Ahmad,Easyid,Hisbullah&Rekan 0 
45 HRUM PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
46 ICBP EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
47 IGAR Hertanto,Grace&Karunawan 0 
48 IIKP Asep Rianita Mansyur&Suharyono 0 
49 INAF Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
50 INCO KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
51 INDF EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
52 INDR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
53 INDS Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
54 INTP EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
55 ITMG PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
56 JPRS Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
57 JTPE Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
58 KBLI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
59 KBLM dbsd&a 0 
60 KBLV Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
61 KDSI Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
62 KIJA Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
128 
 
No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2015 Kode 
63 KKGI Johan Malonda Mustika&Rekan 0 
64 KLBF EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
65 KOIN KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
66 LION Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
67 LMPI dbsd&a 0 
68 LMSH Koasih,Nurdiaman,Tjahjo&Rekan 0 
69 LCPK Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
70 MAPI Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
71 MBSS Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
72 MBTO Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
73 MFMI Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
74 MICE Arsyad&Rekan 0 
75 MKPI Hendrawinata,Edy&Tanzil 0 
76 MNCN Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
77 MPPA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
78 MRAT 
Paul Hadiwinata,Hidajat,Arsono,Ade 
Fatma&Rekan 0 
79 MTDL Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
80 MTLA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
81 MYOR Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
82 PTBA PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
83 PTSN Johan Malonda Mustika&Rekan 0 
84 RODA Morhan&Rekan 0 
85 SCCO dbsd&a 0 
86 SCMA EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
87 SGRO EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
88 SHID dbsd&a 0 
89 SIMP EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
90 SMCB EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
91 SMGR Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
92 SMRA EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
93 SMSM EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
94 SONA Mulyamin Sensi Suryanto&Lianny 0 
95 SRSN Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
96 SSIA Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
97 STAR Noor Salim,Nursehan&Sinarahardja 0 
98 STTP Hadori Sugiarto&Rekan 0 
99 TCID Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
100 TFCO EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
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No Kode Perusahaan 
Reputasi KAP 
KAP 2015 Kode 
101 TINS PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
102 TIRA 
Handoko Tomo Samuel 
Gunawan&Rekan 0 
103 TLKM EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
104 TMPO Herman Dodi Tanumihardja&Rekan 0 
105 TOTO EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
106 TPIA Deloitte (Osman Bing Satrio&Eny) 1 
107 TRIL dbsd&a 0 
108 TRST EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
109 TURI PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
110 ULTJ Tanubrata,Susanto,Fahmi&Rekan 0 
111 UNIC EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
112 UNTR PWC (Tanudiredja,Wibisana &rekan) 1 
113 UNVR KPMG (Shiddarta Widjadja&Rekan) 1 
114 VOKS Grant Thornton 0 
115 WICO EY (Purwantono,Sungkoro&Surja) 1 
116 WIKA Hadori Sugiarto&Rekan 0 
117 WINS Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto 0 
118 YPAS Teramihardja,Pradhono&Chandra 0 
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Lampiran 9 
HASIL ANALISIS 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
AUDLAG 349 30.00 118.00 73.7192 14.84542 
ACSIZE 349 2.00 6.00 3.1347 .50478 
ACIND 349 .33 1.00 .6428 .09973 
ACEXP 349 .25 1.00 .7583 .22842 
ACMEET 349 1.00 61.00 8.6132 9.11056 
KAP 349 .00 1.00 .4986 .50072 
Valid N (listwise) 349     
 
 
AUDLAG 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 30 2 .6 .6 .6 
37 2 .6 .6 1.1 
38 1 .3 .3 1.4 
40 3 .9 .9 2.3 
41 1 .3 .3 2.6 
42 1 .3 .3 2.9 
43 2 .6 .6 3.4 
44 2 .6 .6 4.0 
45 5 1.4 1.4 5.4 
46 1 .3 .3 5.7 
47 2 .6 .6 6.3 
48 1 .3 .3 6.6 
49 2 .6 .6 7.2 
50 4 1.1 1.1 8.3 
51 15 4.3 4.3 12.6 
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52 2 .6 .6 13.2 
53 3 .9 .9 14.0 
54 3 .9 .9 14.9 
55 2 .6 .6 15.5 
56 5 1.4 1.4 16.9 
57 7 2.0 2.0 18.9 
58 6 1.7 1.7 20.6 
59 6 1.7 1.7 22.3 
60 6 1.7 1.7 24.1 
61 2 .6 .6 24.6 
62 3 .9 .9 25.5 
63 2 .6 .6 26.1 
64 6 1.7 1.7 27.8 
65 4 1.1 1.1 28.9 
66 2 .6 .6 29.5 
67 1 .3 .3 29.8 
68 5 1.4 1.4 31.2 
69 3 .9 .9 32.1 
70 4 1.1 1.1 33.2 
71 5 1.4 1.4 34.7 
72 1 .3 .3 35.0 
73 1 .3 .3 35.2 
74 5 1.4 1.4 36.7 
75 6 1.7 1.7 38.4 
76 13 3.7 3.7 42.1 
77 9 2.6 2.6 44.7 
78 10 2.9 2.9 47.6 
79 15 4.3 4.3 51.9 
80 10 2.9 2.9 54.7 
81 6 1.7 1.7 56.4 
82 15 4.3 4.3 60.7 
83 22 6.3 6.3 67.0 
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84 39 11.2 11.2 78.2 
85 10 2.9 2.9 81.1 
86 19 5.4 5.4 86.5 
87 5 1.4 1.4 88.0 
88 14 4.0 4.0 92.0 
89 14 4.0 4.0 96.0 
90 9 2.6 2.6 98.6 
98 1 .3 .3 98.9 
99 1 .3 .3 99.1 
105 1 .3 .3 99.4 
112 1 .3 .3 99.7 
118 1 .3 .3 100.0 
Total 349 100.0 100.0  
 
 
 
 
ACSIZE 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 10 2.9 2.9 2.9 
3 294 84.2 84.2 87.1 
4 35 10.0 10.0 97.1 
5 8 2.3 2.3 99.4 
6 2 .6 .6 100.0 
Total 349 100.0 100.0  
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ACIND 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 0.333333333 23 6.6 6.6 6.6 
0.5 20 5.7 5.7 12.3 
0.6 7 2.0 2.0 14.3 
0.666666667 271 77.7 77.7 92.0 
0.75 24 6.9 6.9 98.9 
0.8 1 .3 .3 99.1 
1 3 .9 .9 100.0 
Total 349 100.0 100.0  
ACEXP 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 0.25 5 1.4 1.4 1.4 
0.333333333 33 9.5 9.5 10.9 
0.4 2 .6 .6 11.5 
0.5 17 4.9 4.9 16.3 
0.6 4 1.1 1.1 17.5 
0.666666667 132 37.8 37.8 55.3 
0.75 11 3.2 3.2 58.5 
0.8 2 .6 .6 59.0 
0.833333333 1 .3 .3 59.3 
1 142 40.7 40.7 100.0 
Total 349 100.0 100.0  
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ACMEET 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 .3 .3 .3 
2 5 1.4 1.4 1.7 
3 13 3.7 3.7 5.4 
4 141 40.4 40.4 45.8 
5 41 11.7 11.7 57.6 
6 36 10.3 10.3 67.9 
7 8 2.3 2.3 70.2 
8 7 2.0 2.0 72.2 
9 7 2.0 2.0 74.2 
10 1 .3 .3 74.5 
11 7 2.0 2.0 76.5 
12 25 7.2 7.2 83.7 
13 3 .9 .9 84.5 
14 12 3.4 3.4 88.0 
15 5 1.4 1.4 89.4 
16 5 1.4 1.4 90.8 
17 1 .3 .3 91.1 
18 3 .9 .9 92.0 
19 1 .3 .3 92.3 
20 1 .3 .3 92.6 
22 1 .3 .3 92.8 
23 1 .3 .3 93.1 
24 3 .9 .9 94.0 
25 2 .6 .6 94.6 
30 1 .3 .3 94.8 
31 1 .3 .3 95.1 
32 1 .3 .3 95.4 
33 1 .3 .3 95.7 
34 1 .3 .3 96.0 
35 2 .6 .6 96.6 
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36 1 .3 .3 96.8 
37 2 .6 .6 97.4 
38 2 .6 .6 98.0 
39 1 .3 .3 98.3 
44 1 .3 .3 98.6 
46 1 .3 .3 98.9 
48 1 .3 .3 99.1 
57 1 .3 .3 99.4 
59 1 .3 .3 99.7 
61 1 .3 .3 100.0 
Total 349 100.0 100.0  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  RES_1 
N 349 
Normal Parameters
a
 Mean .3179927 
Std. Deviation 1.38967142E1 
Most Extreme Differences Absolute .129 
Positive .083 
Negative -.129 
Kolmogorov-Smirnov Z 2.405 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Test distribution is Normal. 
 
 
 
 
 
KAP 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 0 175 50.1 50.1 50.1 
1 174 49.9 49.9 100.0 
Total 349 100.0 100.0  
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Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 ACSIZE .780 1.283 
ACIND .963 1.038 
ACEXP .937 1.068 
ACMEET .798 1.253 
KAP .924 1.083 
a. Dependent Variable: AUDLAG 
 
 
Runs Test 
 RES_1 
Test Value
a
 3.95470 
Cases < Test Value 174 
Cases >= Test Value 175 
Total Cases 349 
Number of Runs 180 
Z .483 
Asymp. Sig. (2-tailed) .629 
a. Median  
 
 
 
Coefficients
a
 
Model t Sig. 
1 (Constant) 2.183 .030 
ACSIZE 1.373 .171 
ACIND -.364 .716 
ACEXP -1.549 .122 
ACMEET .585 .559 
KAP .890 .374 
a. Dependent Variable: ABRES 
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Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .357
a
 .127 .117 13.94882 
a. Predictors: (Constant), ACMEET, ACIND, ACEXP, ACSIZE 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 93.331 7.043  13.251 .000 
ACSIZE -5.466 1.641 -.186 -3.330 .001 
ACIND 3.613 7.631 .024 .474 .636 
ACEXP -1.765 3.382 -.027 -.522 .602 
ACMEET -.402 .092 -.247 -4.391 .000 
a. Dependent Variable: AUDLAG    
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9762.512 4 2440.628 12.544 .000
a
 
Residual 66931.969 344 194.570   
Total 76694.481 348    
a. Predictors: (Constant), ACMEET, ACIND, ACEXP, ACSIZE   
b. Dependent Variable: AUDLAG     
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Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .363
a
 .131 .119 13.93545 
a. Predictors: (Constant), KAP, ACIND, ACEXP, ACMEET, ACSIZE 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10084.983 5 2016.997 10.386 .000
a
 
Residual 66609.499 343 194.197   
Total 76694.481 348    
a. Predictors: (Constant), KAP, ACIND, ACEXP, ACMEET, ACSIZE  
b. Dependent Variable: AUDLAG     
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 93.216 7.037  13.246 .000 
ACSIZE -5.019 1.676 -.171 -2.995 .003 
ACIND 3.159 7.632 .021 .414 .679 
ACEXP -1.867 3.379 -.029 -.552 .581 
ACMEET -.392 .092 -.241 -4.276 .000 
KAP -2.000 1.552 -.067 -1.289 .198 
a. Dependent Variable: AUDLAG    
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